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ABSTRAK 
Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur 
Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Pengawasan BPD terhadap 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan teknik 
pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner. Sedangkan 
metode analisis data dan uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pengujian validitas,pengujian realibilitas, pengujian asumsi klasik, analisis regresi 
berganda, pengujian hipotesis, dan koefisien determinasi 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa dengan nilai 
signifikan 0,136, motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikan 0,129, ketaatan pelaporan keuangan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa dengan nilai 
signifikan 0,792 dan pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikan 0,025. 
Kata Kunci :  Kompetensi, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan, 
Pengawasan BPD, Kinerja pengelolaan Keuangan Desa. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to determine the effect of village apparatus 
competence, work motivation, financial reporting compliance, BPD supervision on the 
performance of village financial management in Talang District,Tegal Regency 
The method in this study uses quantitative research while the data collection 
techniques in this study were carried out using the questionnaire method. While the data 
analysis and hypothesis testing methods used in this study are validity testing, realibility 
testing, classic assumption testing, multiple regression analysis, hypothesis testing, and 
the coefficient of determination. 
The conclusion of this research are competence off village apparatus is not 
significant effect on the performance of village financial management obtained sig 
0,136, work motivation is not significant effect on the performance of village financial 
management obtained sig 0,129, financial reporting obedience is not significant effect  
on the performance of village financial management obtained sig 0,792 and BPD 
supervision is significant effect on the performance of village financial management 
obtained sig 0,025. 
 
Keywords:  Competence, Work Motivation, Financial Reporting Obedience, BPD 
Supervision, Village Financial Management Performance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tingginya tuntutan para stakeholder terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya 
merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan 
atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang 
berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Setiawan dkk, 
2017). Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik selain terjadi pada 
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan 
desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
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masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  
Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban 
paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. 
Undangundang desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang 
Indonesia, tapi halaman depan Indonesia (Rafar, 2015). Desa tidak lagi sebatas 
menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk 
membangun kesejahteraan (Ismail dkk. 2016).  
Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar 
bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan 
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 
desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola 
pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk 
didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang 
diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar 
pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip 
akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015). 
Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 keuangan desa merupakan 
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
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kewajiban desa. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib untuk 
menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan 
dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan 
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga 
pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015). 
Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan 
bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran alokasi 
anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar 
dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN 
dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan 
pembangunan desa (Riyanto, 2015:2). 
Dalam APBN 2018, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 60 triliun. 
Berdasarkan data terakhir, sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi anggaran dana 
desa yang telah disalurkan dari Rekening Umum Kas Negara (RUKN) ke 
Rekening Umum Kas Daerah (RUKD) tercatat sebesar Rp 20,66 triliun. Realisasi 
hingga akhir Mei 2018 sudah memenuhi 34,43 persen dari total pagu yang 
dialokasikan. Adapun realisasi ini lebih rendah Rp 7,53 triliun dibanding periode 
yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 28,19 triliun atau 47 persen dari pagu. 
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Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya. Dana desa 
harus dikelola secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip manejemen publik yang baik agar terhindarkan 
dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi (Putera, 2018).  
Permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif telah 
menjadi sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi dana desa juga telah 
banyak mencuat di media massa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini 
tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah 
kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). Misalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) menemukan 15.100 Potensi  kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan 
Dana Desa (BPKP, 2015). KPK dan LSM Fitra juga telah merilis hasil kajian 
mengenai permasalahan dan potensi penyimpangan dana desa (KPK, 2015; 
Fitra, 2016). 
Menurut data dari Inspektorat Kabupaten Tegal, Dana Desa dan Alokasi 
Dana Desa yang disalurkan ke sejumlah desa di Kabupaten Tegal terdapat 
banyak masalah bahkan berpotensi rugi. Pernyataan yang disampaikan oleh 
Sektetaris Daerah Kabupaten Tegal yang menyatakan bahwa kerugian yang 
dialami mencapai Rp 1,172 miliar, temuan tersebut merupakan hasil audit 
yang terdiri dari pelanggaran administrasi dan kerugian keuangan desa. 
Dengan kerugian tersebut, inspektorat belum dapat menganalisis karena belum 
ada satupun desa yang mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa pada 
tahun 2015. Laporan keuangan tersebut berupa Laporan Penyelenggaraan 
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Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati Tegal dan Laporan Keuangan 
Pemerintah Desa (LKPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Sebanyak 58 desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah (Jateng), belum 
mencairkan dana desa (DD) tahap tiga. Dana bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari 281 desa di Kabupaten Tegal, 
yang belum mencairkan DD tahap tiga masih sekitar 58 desa. Pada 2018, 
alokasi dana desa di Kabupaten Tegal sebesar Rp282.703.163.000. Jika dirata-
rata dengan bantuan lainnya, seperti alokasi dana desa (ADD), Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng, dan sejenisnya, tiap desa dapat 
sekitar Rp1,5 miliar per tahun (https://www.posjateng.id).  
Hingga pertengahan Desember 2018, belum semua desa di Kabupaten 
Tegal mengajukan pencairan dana desa (DD) tahap III. Dari 281 desa di 
Kabupaten Tegal masih ada lima desa belum mengajukan pencairan DD tahap 
III. Di Kecamatan Talang ada 2 desa yang belum mengajukan pencairan, yaitu  
Desa Getaskerep dan Desa Dawuhan. Pencairan dana desa tersebut terkendala 
karena kepala desa belum menyelesaikan laporan pertanggung-jawaban 
penggunaan dana desa. Kepala desa lambat dalam membuat laporan APBDes 
dan pembuatan LKPJ. Terlambatnya pencairan dana desa tentu saja 
berdampak pada penyerapan pembangunan di masing-masing desa. 
Kepala desa yang belum  menyelesaikan laporan pertanggung-jawaban 
penggunaan dana desa mengeluhkan sulitnya menyusun laporan pertanggung 
jawaban (LPJ) penggunaan dana desa. Ada tiga hal yang seringkali dihadapi 
kepala desa dalam menyusun LPJ dana desa yaitu pertama, masalah pajak 
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dalam pembelian barang. Padahal tidak semua pemilik toko memiliki NPWP. 
Sehingga harga yang diberikan adalah harga jual pokok belum termasuk pajak, 
Karena belum ada hitungan pajak, kepala desa menyiasati hal itu dengan 
meminta nota kosong untuk diisi harga yang dikenai pajak. Namun langkah ini 
kerap dicurigai masyarakat sebagai upaya penggelembungan harga. 
Kedua LPJ dana desa adalah laporan yang begitu tebal dan rumit karena 
banyak lampiran yang harus disertakan, perlu ketelitian dan kompetensi dari 
aparatur desa untuk menyusunnya. Ketiga, ada kendala berupa realisasi program 
yang tidak sesuai dengan perencanaan. Karena keterbatasan sumber daya 
manusia,  perencanaan terkadang tidak sesuai dengan realisasi. Padahal sesuai 
petunjuk teknis yang disampaikan pendamping, antara rencana dan realisasi 
harus sama. 
Kinerja pengelolaan keuangan desa akan menentukan tercapai atau 
tidaknya tujuan dana desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk yang 
ditandai dengan pencatatan dan pelaporan yang tidak konsisten dan sesuai 
standar dapat membuat proses evaluasi penggunaan dana menjadi sulit 
dilakukan. Lebih penting lagi adalah tingkat efisiensi dan efektivitas 
pengelolaan keuangan desa akan ditentukan oleh kemampuan para aparatur desa 
mengelola dana desa yang mereka miliki (Hidayatulloh, 2017:3). 
Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi pada umumnya 
diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, 
yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks 
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manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / 
karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. 
Kompetensi (competency) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki 
seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, 
kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para 
outstanding performerslakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan 
hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan para average performers 
(Rivai dan Sagala, 2014:95). 
Rudana (2005:6) mendefinisikan kompetensi kepada pengetahuan 
(knowledge), keahlian (skills) dan kemampuan (abilities), yang dapat 
didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat 
diobservasi ,merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari 
ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan 
dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, 
kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan,keahlian dan kemampuan 
yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi didalam setting 
pekerjaan (Rudana, 2005:7). 
Selain kompetensi, motivasi kerja diduga berpengaruh terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa. Motivasi atau dorongan untuk bekerja sangat 
penting dalam penentuan tinggi rendahnya kinerja. Motivasi juga akan 
mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik agar meraih kinerja yang 
diharapkan, sehingga mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh 
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karena itu, motivasi  sangat penting dimiliki oleh pimpinan dan karyawan dalam 
meningkatkan semangat kerja dan kinerja para karyawan (Wursanto, 2012:54). 
Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau 
menerima pernyataan yang dikemukan oleh pimpinan sebagai hal yang benar. 
Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa,  disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APB Desa yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada 
bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir tahun 
anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup 
kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan 
pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. 
Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin 
bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut. 
Hal yang menarik sekali dan penting dalam struktur pemerintahan desa 
adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan 
menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa 
ditingkat desa, diarahkan pada membangun hubungan yang sinergis antar 
lembaga legislatif dan eksekutif desa, tanpa perlu menimbulkan 
kesalahpahaman yang menjurus pada timbulnya konflik yang dapat 
mengganggu proses penegakan demokrasi di desa. Terbentuknya Badan 
Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya partnership yang 
harmonis antara kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan Badan 
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Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh 
lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. 
Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini memiliki tugas, 
fungsi, kedudukan wewenang yang tidak kalah kemandiriannya dengan 
pemerintah Desa (Kepala Desa). Seperangkat peraturan perundang-undangan 
yang menyinggung masalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
menyebutkan bahwa secara garis besar institusi ini memiliki tugas dan misi 
luhur yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 
mengenai kinerja keuangan dana desa. Penelitian terdahulu mengenai kinerja 
keungan desa umumnya bersifat eksploratif dan studi kasus seperti Subroto 
(2009), Lestari et al. (2014), Amirullah et al. (2016), dan Sofyani (2017). 
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Munti dan Fahlevi (2017). 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Munti dan Fahlevi (2017)  adalah 
penelitian ini menggunakan variabel bebas kompetensi aparatur desa, motivasi 
kerja dan ketaatan pelaporan keuangan sedangkan penelitian Munti dan Fahlevi 
(2017) menggunakan variabel bebas  kapasitas aparatur desa, ketaatan 
pelaporan keuangan dan kualitas pengawasan BPD. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja 
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Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Pengawasan BPD Terhadap Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
dapat menarik permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini 
yakni: 
1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal? 
2. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal? 
3. Apakah terdapat pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal? 
4. Apakah terdapat pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
4. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan 
manfaat praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
peneliti mengenai kompetensi aparatur desa, motivasi kerja dan ketaatan 
pelaporan keuangan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 
desa. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan 
akademisi khususnya untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang 
akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mengenai bagaimana 
pengaruh kompetensi aparatur desa, motivasi kerja, ketaatan pelaporan 
keuangan dan pengawasan BPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan 
keuangan desa dalam mengelola alokasi dana desa, sehingga pemerintah 
desa dapat mengambil kebijakan untuk peningkatan akuntabilitas 
pemerintah desa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Teori Keagenan 
Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency 
theory. Diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan 
masalah keagenan. Menurut Bergman dan Lane teori keagenan dapat 
diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara 
demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. 
Kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang 
sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik 
(Halim dan Abullah, 2015:12). 
Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent 
bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 
kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah 
tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi 
kepentingan masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak 
terjadi asymmetry information antara pihak agen (pemerintah) yang 
mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal 
(masyarakat). Adanya asymmetry information inilah yang memungkinkan 
terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai 
konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan 
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akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar 
dapat mengurangi asymmetry information (Halim dan Abullah, 2015:13). 
Berdasarkan agency theory pengelolaan pemerintah daerah harus 
diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh 
kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan 
meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima 
masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu 
artinya asymmetry information yang terjadi dapat berkurang. Dengan 
semakin berkurangnya asymmetry information maka kemungkinan untuk 
melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Halim dan Abullah, 
2015:13). 
 
2. Kompetensi Aparatur Desa 
Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan apabila 
tercapai, barulah dapat disebut sebagai sebuah keberhasilan. Untuk 
mencapai keberhasilan, diperlukan landasan yang kuat berupa kompetensi 
kepemimpinan, kompetensi pekerja, dan budaya organisasi yang mampu 
memperkuat dan memaksimumkan kompetensi. 
Menurut Wibowo (2014:271) kompetensi adalah suatu kemampuan 
untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 
dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 
kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi 
menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh 
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profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang 
terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. 
Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada 
tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya 
kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan 
keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan 
meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi juga menunjukkan 
karakteristik pengetahun dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan 
oleh setiap individu yang memampukan mereka untuk melakukan tugas 
dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatan standar 
kualitas profesionalisme dalam pekerjaan mereka (Sedarmayanti, 2012:56). 
Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja 
pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan, 
mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang 
diperlukan oleh individu yang memungkinkan menjalankan tugas dan 
tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas 
profesional dalam bekerja dan mencakup semua aspek catatan manajemen 
kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi 
dan pengembangan (Wibowo, 2014:272). 
Menurut Sedarmayanti (2012:57) kompetensi adalah kemampuan 
melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan 
dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 
tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang 
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dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai yang 
terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. 
Berkaitan dengan definisi-definisi tersebut, dapat diartikan bahwa 
kompetensi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menghasilkan 
pada tingkat yang memuaskan ditempat kerja pada berbagai tingkat, 
mengidentifikasi karakteristik, masing-masing tingkatan, pengetahuan dan 
keterampilan yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan 
menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai 
standar kualitas professional dalam bekerja. Menjalankan suatu aktivitas 
dalam organisasi tentunya tidak mudah tanpa adanya keterampilan dalam 
diri setiap individu tersebut untuk menghasilkan pekerjaan sesuai dengan 
tuntutan. Maka dari itu semakin jelas bahwa kemampuan yang dimiliki 
seseorang sangat berpengaruh terhadap apa yang dikerjakannya (Wibowo, 
2014:272). 
Sutrisno (2013:121), berpendapat bahwa kompetensi menjelaskan apa 
yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci 
standar masing-masing tingkatan, karakteristik pengetahuan dan keterampilan 
yang diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan 
tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas profesional  
dalam  bekerja,  dan  mencakup  semua  aspek catatan, manajemen kinerja, 
keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap, komunikasi, aplikasi, dan 
pengembangan. Terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut 
(Sutrisno, 2013:121): 
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a. Motif adalah  sesuatu  yang secara konsisten  dipikirkan  atau  
diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. 
b. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap 
situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan 
ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur. 
c. Konsep  diri  sendiri  adalah  sikap,  nilai-nilai,  atau  citra  diri  
seseorang. Percaya  diri  merupakan  keyakinan  orang  bahwa  mereka  
dapat  efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri 
orang 
d. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang 
spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks.  Skor pada 
tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal 
mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya 
dipergunakan dalam pekerjaan. 
e. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental 
tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk 
berpikir analitis dan konseptual. 
Michael Zwell (dikutip oleh Wibowo, 2014:60) memberikan lima 
kategori kompetensi yang terdiri dari : 
a. Task achievement merupakan kategori kompetensi  yang  berhubungan 
dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement 
ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, 
inisiatif, inovasi dan keahlian teknis. 
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b. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan 
komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan 
kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan relationship 
meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepeduliaan antar pribadi, 
penyelesaian konflik.. 
c. Personal attribute merupakan kompetensi instrinsik individu dan 
menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar,dan 
berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: 
integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas 
keputusan, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. 
d. Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan 
pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang lain. Kompetensi 
manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan 
orang lain. 
e. Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan 
memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan 
tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi 
kepemimpinan visioner, berpikir strategis, membangun komitmen 
organisasional. 
Sudarmanto (2014:71), berpendapat bahwa terdapat 7 determinan 
yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi yaitu: 
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a. Kepercayaan dan Nilai. 
Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh 
terhadap sikap dan perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki nilai 
dan kepercayaan diri tidak kreatif dan inovatif cenderung tidak berpikir 
dan bersikap untuk menemukan sesuatu yang baru menantang bagi 
dirinya. Kepercayaan dan nilai seseorang dapat diubah. Maka demikian, 
hal ini sangat sulit dan memakan waktu yang lama, karena nilai dan 
kepercayaan sering kali telah menjadi karakter, pandangan atau 
identitas seseorang. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar 
terhadap kepercayaan, nilai, dan budaya perusahaan memiliki dampak 
signifikan terhadap aspek-aspek kompetensi. Kompetensi berakar pada 
budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari aspek nilai dan 
kepercayaan seseorang. 
b. Keahlian atau Keterampilan 
Aspek ini memegang peranan sangat penting dalam membentuk 
kompetensi. Sebagai contoh, public speaking adalah keterampilan yang 
dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keahlian menulis juga 
dapat diperbaiki dengan intruksi, latihan dan umpan balik. Dengan 
memperbaiki kemampuan bicara dan keterampilan menulis, seseorang 
akan meningkat kecakapan kompetensi komunikasinya. Pengembangan 
keahlian khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat 
berdampak pada budaya perusahaan dan kompetensi individu. 
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c. Pengalaman. 
Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan 
kompetensi seseorang terhadap tugas. Seseorang dengan sejumlah 
pengalaman tertentu dalam mengorganisir orang dalam organisasi yang 
kompleks akan berbeda penguasaan kompetensi manajerialnya 
dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki pengalaman. 
Akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang menyatu dalam diri akan 
menjadikan seseorang memiliki kompetensi yang tidak disadari dalam 
dirinya, atau akan terbentuk dalam sikap dan perilaku seseorang. 
d. Karakteristik Personal 
Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap 
kompetensi seseorang. Kompetensi seseorang dalam manajemen 
konflik dan negoisasi dari orang yang memiliki sifat pemarah akan 
berbeda dengan orang yang memiliki sifat penyabar. Kompetensi 
membangun hubungan dan komunikasi dengan tim kerja dari orang 
yang memiliki sifat introvert akan berbeda dengan orang yang memiliki 
sifat ekstrovert. Karakteristik kepribadian betapapun dapat diubah, 
tetapi cenderung lebih sulit. 
e. Motivasi 
Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan 
berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Motivasi merupakan faktor 
kompetensi yang sangat penting. Motivasi merupakan faktor yang 
cenderung dapat dirubah. Dorongan, penghargaan, pengakuan, dan 
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perhatian terhadap individu dapat berpengaruh terhadap motivasi 
seseorang. 
f. Isu-isu Emosional 
Hambatan dan blok-blok emosional sering kali dapat membatasi 
penguasaan kompetensi. Ketakutan membuat kesalahan, perasaan malu, 
perasaan tidak suka, selalu berpikir negative terhadap seseorang, 
pengalaman masa lalu yang selalu negative sangat berpengaruh 
terhadap penguasaan kompetensi seseorang. Hal-hal tersebut pada 
dasarnya dapat diubah dengan menciptakan lingkungan kerja yang 
positif, terapi, dan mendorong seseorang agar mengatasi hambatan dan 
blok-blok tersebut. 
g. Kapasitas Intelektual. 
Intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan 
kompetensi. Kompetensi tergantung pada kemampuan kognitif, seperti 
berpikir konseptual dan berpikir analitis. Perbedaan kemampuan 
berpikir konseptual dan analitis satu sama lain akna membedakan 
kompetensi seseorang dalam pengambilan keputusan, kompetensi 
perencanaan, dan lain-lain. 
3. Motivasi Kerja 
Setiap orang memiliki faktor penentu dan penggerak tingkah laku, 
salah satunya yaitu motivasi. Motivasi dapat berupa keinginan dan 
kemauan untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan tujuan adalah sesuatu yang 
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mempengaruhi diri manusia sehingga kegiatan manusia lebih terarah 
karena seseorang akan berusaha lebih semangat dan giat dalam berbuat 
sesuatu. 
Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, 
dan memelihara perilaku manusia. Motivasi merupakan obyek yang 
penting bagi manajer, karena menurut definisi manajer harus bekerja 
dengan dan melalui orang lain. Manajer perlu memahami orang – orang 
berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya dalam bekerja sesuai 
dengan apa yang diinginkan organisasi (Gomes, 2005: 177).  
Motivasi menyangkut perilaku manusia dan merupakan sebuah unsur 
yang vital dalam manajemen. Ia dapat didefinisikan sebagai pembuat 
seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan semangat, karena orang itu 
ingin melakukannya (Terry dan Rue, 2012: 168). Sedangkan menurut 
Gomes (2005: 177) moivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan 
pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan 
oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan.  
Motivasi kerja dapat menjadi  pemberian daya penggerak yang 
menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, 
bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 
mencapai kepuasan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan 
manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi (Terry 
dan Rue, 2012: 168). 
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Memberikan motivasi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 
pimpinan dalam rnemberikan inspirasi semangat dan dorongan kepada 
orang lain untuk bekerja lebih baik. Kalangan akademik dan praktisi telah 
sepakat bahwa yang dimaksud dengan motivasi ada-lah pemberian motif 
atau dorongan kepada seseorang untuk lebih bergairah dalam melakukan 
suatu pekerjaan (Moekijat, 2010: 173). 
Teori-teori tentang motivasi kerja banyak lahir dari pendekatan–
pendekatan yang berbeda–beda, hal itu terjadi karena yang dipelajari 
adalah perilaku manusia yang komplek. Jadi teori–teori ini perlu bagi 
organisasi dalam memahami pegawai dan mengarahkan pegawainya 
untuk melakukan sesuatu. 
a. Teori Motivasi Menurut Abraham Maslow 
Sumbangan Maslow terhadap perumusan kebutuhan akan 
motivasi merupakan suatu sumbangan yang sangat besar. Teori 
motivasinya disasarkan atas tingkat kebutuhan yang disusun menurut 
prioritas kekuatannya (Moekijat, 2010: 173). Kebutuhan-kebutuhan 
yang akan dipuaskan, berbeda di antara perorangan-perorangan, 
karena mereka memberikan pengertian yang berbeda-beda pula bagi 
berbagai jenis keberhasilan (Terry dan Rue, 2012: 168). Berikut ini 
adalah tingkat kebutuhan atau hierarki kebutuhan menurut Maslow  
(Moekijat, 2010: 173) : 
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Gambar 2.1  
Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Moekijat (2010: 174) 
Pada tingkat terbawah, hierarkhi adalah kebutuhan physiologis 
atau kebutuhan untuk hidup terus. Ini adalah kebutuhan akan 
makanan, udara, tidur, dan sebagainya. Dalam dunia perusahaan, 
pemenuhan kebutuhan ini biasanya dianggap sebagai sudah 
seharusnya. Akan tetapi Maslow mengingatkan kepada kita bahwa 
keputusan tersebut mempunyai kekuatan yang luar biasa, 
mempunyai kekuatan untuk menarik individu kembali kepada suatu 
pola kebutuhan physiologis yang kuat untuk memenuhi perilaku, 
apabila kebutuhan ini dengan mendadak menjadi lebih kuat 
(Moekijat, 2010: 174). 
Akan tetapi apabila kebutuhan  physiologis yang pokok ini 
telah terpenuhi dan biasanya memang demikian, maka tingkat 
kebutuhan berikutnya Maslow menyebutnya kebutuhan akan 
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keamanan. Pada saat kebutuhan  keamanan telah terpenuhi, maka 
tingkat kebutuhan berikutnya yang lebih kuat adalah kebutuhan 
sosial. Ini adalah kebutuhan akan ksih saying dan partisipasi yang 
merupakan suatu kekuatan besar seperti yang kita semua 
mengetahuinya.  
Tingkat hierarkhi ke atas berikutnya disebut kebutuhan akan 
penghargaan merupakan kebutuhan yang berdimensi dua. Sebagian 
akan penghargaan ini adalah kebutuhan akan harga diri, kemampuan 
bagi seorang individu untuk menerima dirinya dan untuk merasa 
puas terhadap dirinya sendiri. Dimensi yang lain adalah kebutuhan 
untuk menerima pengakuan dan penghargaan  dari orang yang 
menjadi temannya. Akhirnya Maslow mengatakan bahwa kebutuhan 
yang tertinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Dengan 
singkat ini adalah kebutuhan untuk mencapai kemampuan yang 
sesungguhnya dengan caranya sendiri. 
b. Teori motivasi menurutFrederick Herzberg 
Menurut F. Herzberg dalam (Moekijat, 2010:177) ada dua 
macam kebutuhan seseorang yaitu kebutuhan akan kesehatan atau 
kebutuhan akan pemeliharaan. Ini adalah kebutuhan yang 
berhubungan dengan hakikat / sifat manusia yang ingin menghindari 
sakit. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan motivasi. Ini 
adalah kebutuhan akan prestasi, penghargaan, dan pertumbuhan serta 
pengembangan kemampuan-kemampuan apa saja yang ia miliki. 
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Frederick Herzberg mengembangkan teori motivasi yang 
terutama sekali berkaitan dengan motivasi melalui pola kerja. Teori 
Herzberg mempertahankan bahwa faktor-faktor yang cenderung 
untuk meniadakan motivasi pegawai biasanya bersangkut paut 
lingkungan kerja. Faktor ini yang disebut sebagai hygiene or 
maintenance factors meliputi hal-hal seperti status kerja, relasi-relasi 
antar perorangan dengan para pengawas dan gaya pengawasan yang 
diterima oleh orang itu, kebihjakan perusahaan, kepastian kerja, 
kondisi-kondisi kerja, upah, dan segi-segi kehidupan pribadi  yang 
dipengaruhi oleh situasi pekerjaan (Terry dan Rue, 2012: 175).  
Menurut Herzberg, faktor-faktor yang memotivasikan banyak 
orang adalah fakto-faktor yang berkaitan dengan kerja itu sendiri 
berlainan dengan lingkungan kerja. Faktor-faktor ini dinamakan 
“motivators” dan mencakup keberhasilan, pengakuan, 
tanggungjawab, kemajuan, dan tantangan-tantangan kerja itu. 
c. Teori motivasi prestasi kerja David Mc Clelland. 
Teori mengenai motivasi menurut Mc Cleland disebut teori 
motivasi prestasi. Mc Cleland berusaha mengukur motivasi dengan 
berusaha mendapatkan macam kegiatan apakah yang akan dilakukan 
oleh orang-orang apabila mereka ditemoatkan dalam situasi 
khayalan. Beberapa langkah untuk mengembangkan motivasi 
prestasi adalah sebagai berikut (Moekijat, 2010: 180) : 
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a) Tujuan atau hasil akhir kegiatan harus bersifat khusus dan 
ditentukan dengan tegas. 
b) Tujuan atau hasil yang diinginkan untuk dicapai harus 
menunjukkan suatu tingkat resiko yang sedang untuk individu-
individu yang terlibat. 
c) Tujuan harus mempunyai sifat sedemikian rupa, sehingga 
tujuan tersebut sewaktu-waktu dapat disesuaikan sebaagai 
jaminan situasi, terutama apabila tujuan tersebut berbeda 
banyak. 
d) Individu-individu harus diberi ummpan balik yang seksama dan 
jujur mengenai prestasi mereka. 
e) Individu-individu diberi tanggung jawab untuk suksesnya hasil 
kegiatan mereka 
f) Penghargaan dan hukuman yang diberikan karena hasil kerja 
yang sukses atau yang gagal harus dihubungkan dengan 
selayaknya dengan tujuan hasil kerja. 
Memberikan motivasi kepada pegawai oleh pimpinannya merupakan 
proses kegiatan pemberian motivasi kerja, sehingga pegawai tersebut 
berkemampuan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung 
jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban bawahan untuk melaksanakan 
tugas sebaik mungkin yang diberikan oleh atasan, dan inti dari tanggung 
jawab adalah kewajiban. 
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Menurut Wibowo (2014: 324) teknik memotivasi harus dapat 
memastikan bahwa lingkungan di mana karyawan bekerja memenuhi 
sejumlah kebutuhan manusia yang penting. Beberapa cara perlu dilakukan 
untuk dapat membangun motivasi, yaitu:  
a. Menilai sikap 
Penting bagi manajer untuk memahami sikap mereka terhadap 
bawahannya. Pikiran mereka dipengaruhi oleh pengalaman mereka dan 
akan membentuk cara bagaimana berperilaku terhadap semua orang 
yang dijumpai. 
b. Menjadi manajer yang baik 
Manajer yang baik mempunyai karakteristik : mempunyai komitmen 
bekerja, berkolaborasi dengan bawahan, memercayai orang, loyal pada 
teman sekerja, menghindari „politik kantor‟. 
c. Memperbaiki komunikasi 
Komunikasi antar manajer dengan bawahan dilakukan dengan 
menyediakan informasi secara akurat dan detail. Informasi menyangkut 
apa yang ingin diberitahukan dan apa yang mau diketahui manajer 
dengan bawahan. 
d. Menciptakan Budaya Tidak Menyalahkan 
Setiap manajer dan bawahan yang mempunyai tanggung jawab harus 
dapat menerima kegagalan. Tetapi untuk memotivasi secara efektif 
diperlukan „budaya tidak menyalahkan. 
 
42 
 
e. Memenangkan Kerja Sama 
Komponen dasar dari lingkungan motivasional adalah kerja sama, yang 
harus diberikan manajer pada bawahan dan sebaliknya diharapkan dari 
mereka. 
f. Mendorong Inisiatif 
Kemampuan mengambil inisiatif tergantung pada pemberdayaan dan 
lingkungan yang mengenal kontribusi. Semakin banyak yang 
diharapkan orang, semakin banyak mereka memberi selama ada 
dukungan. 
Dalam penelitian ini variabel motivasi dibagi menjadi tiga dimensi 
yaitu motivasi akan kebutuhan akan prestasi, motivasi akan kebutuhan 
akan afiliasi, dan motivasi akan kebutuhan akan kekuasaan. Tiga dimensi 
kebutuhan ini diperkuat oleh Mc. Clelland dalam Hasibuan (2011:24), 
dimensi dan indikator motivasi adalah: 
a. Dimensi Kebutuhan akan prestasi, dimensi ini diukur oleh dua 
indikator, yaitu.  
1) Mengembangkan kreativitas.  
2) Antusias untuk berprestasi tinggi.  
b. Dimensi Kebutuhan akan afiliasi, dimensi ini diukur oleh empat 
indikator, yaitu.  
1) Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkunan ia 
tinggal dan bekerja (sense of belonging).  
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2) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa 
dirinya penting (sense of importance).  
3) Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of 
achievement).  
4) Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation).  
c.  Dimensi Kebutuhan akan kekuasaan, dimensi ini diukur oleh dua 
indikator, yaitu.  
1) Memiliki kedudukan yang terbaik.  
2) Mengerahkan kemampuan demi mencapai kekuasaan. 
 
4. Ketaatan Pelaporan Keuangan 
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 
No.113 Tahun 2014 yaitu kepala desa yang mewakili pemerintahan desa 
dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa 
dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTKD (Perencana Tenaga 
Kerja Desa) yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni: (1) sekertaris 
desa, (2) kepala seksi, dan (3) bendahara desa (Sujarweni, 2015:30). 
Chariri dan Ghozali (2007:382) mengungkapkan bahwa beberapa 
tujuan dari pelaporan keuangan  adalah sebagai berikut : 
a. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan 
investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut 
harus bersifat comprehensive bagi mereka yang memiliki pemahaman 
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yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki 
kemauan untuk memelajari informasi dengan cara yang rasional. 
b. Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, 
kreditor dan pemakai lainnya tentang penerimaan kas bersih yang 
berkaitan dengan perusahaan. 
c. Pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber 
ekonomi  suatu perusahaan dan klaim terhadap sumber-sumber tersebut. 
d. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha 
(performan keuangan) selama satu periode. 
e. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana 
perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan 
pengembaliannya, transaksi modal, dividen dan equities lainnya dan 
faktor yang mempengaruhi solvenci dan likuiditas perusahan. 
f. Pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana 
manajemen mempertanggung-jawabkan kepada pemilik atas pemakaian 
sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. 
g. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik 
Karakteristik kualitatif merupakan suatu ciri khas yang membuat 
informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Terdapat 
empat karakteristik kualitatif pokok yaitu dapat dipahami, relevan, 
keandalan, dan dapat diperbandingkan (Harahap, 2013:126-130): 
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a. Dapat dipahami 
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 
adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pemakainya. Pemakai 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas 
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 
informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi 
kompleks yang seharusnya dimasukkan di dalam laporan keuangan tidak 
dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 
tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. 
b. Relevan 
Agar bermanfaat, informasi di dalamnya harus relevan untuk memenuhi 
kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi di 
dalam laporan keuangan memilki kualitas relavan jika dapat 
memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 
mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, 
menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 
c. Materialitas 
Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitas laporan 
keuangan. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk 
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar 
laporan keungan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau 
kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam 
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mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstament). 
Oleh karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atua 
titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus 
dimiliki agar informasi dipandang berguna. 
d. Keandalan 
Supaya laporan keuangan bermanfaat, informasi juga harus handal 
(reliable). Informasi memilki kualitas yang handal jika bebas dari 
pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat dihandalkan 
pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful 
representation) dari yang seharusnya disajikan secara wajar diharapkan 
dapat di sajikan. 
e. Penyajian jujur 
Informasi keuangan di laporan keuangan pada umumnya tidak luput dari 
resiko penyajian yang dianggap kurang jujur dari pada apa yang 
seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan karena 
kesenjangan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang 
melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta pristiwa lainnya yang 
dilaporkan, atau dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik 
penyajian yang sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. 
f. Subtansi mengungguli bentuk 
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi 
serta pristiwa lain yang seharusnya disajikan, peristiwa tersebut perlu 
dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realitas ekonomi dan 
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bukan hanya bentuk hukum. Subtansi transaksi atau peristiwa lain tidak 
selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. 
g. Netralitas 
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak 
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh 
ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa 
pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang 
mempunyai kepentingan yang berlawanan. 
h. Pertimbangan sehat 
Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidak pastian 
suatu peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang 
diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dengan 
tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Namun demikian, 
penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya: 
pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan, berlebihan, dan 
sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau 
pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan 
keuangan menjadi tidak netral, dan karena itu tidak memilki kualitas 
yang handal. 
i. Kelengkapan  
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 
dalam batasan materialitas dan biaya. 
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Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan 
yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang 
dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan 
uraian sebagai berikut: 
a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 
hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa 
d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus 
mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (BPKP, 2015). 
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5. Pengawasan BPD 
Pengawasan dalam bahasa inggris disebut controlling, pengawasna 
merupakan fungsi material ke-empat setelah perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengarahan. Dale (dalam Ferianto dan Triana, 
2015:63) menyebutkan bahwa pengawasan tidak hanya memandang 
sesuatu dengan sekasama dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, 
namun memiliki arti yang memperbaiki dan meluruskan sehingga dapat 
mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
Sedangkan menurut Terry (2014:87) tindakan pengawasan 
(controlling) berarti menderterminasi apa yang telah dilaksanakan, 
maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan dapat menerapkan 
tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan dapat sesuai dengan 
apa yang telah terencanakan. Dilanjutkan, pengawasan dapat dianggap 
sebagai kegiatan untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-
penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah 
direncanakan. 
Kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu lembaga dapat melakuka 
suatu kesalahan, dan hal ini adalah wajar jika suatu saat melakukan 
kegiatan yang berada diluar rencana awal, jika terjadi masalah tidak 
seharusnya berjalan secara terus menerus. Artinya, kesalahan yang telah 
dilakukan dapat diperbaiki kembali dan tidak menjadikan kesalahan 
tersebut sebagai alasan. Adanya kesalahan tersebut maka pengawasan 
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dilakukan untuk mengontrol kegiatan yang berjalan agar sesuai dengan 
kegiatan yang telah direncanakan. 
Menurut Frinces (2008: 375), konsep pengawasan merupakan salah 
satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen 
organisasi dan memanajemen potensi. Baik potensi yang berkaitan dengan 
produksi maupun sumber daya yang ada. Pengawasan yang merupakan 
salah satu perencanaan strategis dan perencanaan strategis merupakan 
puncak dari suatu pemikiran untuk merumuskan sebuah tujuan yang akan 
dicapai oleh organisasi dan juga merencanakan berbagai sumber daya 
yang ditetapkan organisasi dan usaha pencapaian tujuan strategis. 
Amiq (2010: 19), menjelaskan bahwa pengawasan atas pengelolaan 
keuangan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara yang 
harus dikelola berdasarkan atas asas-asas penyelenggaraan negara yang 
bersih, terlebih lagi pada era reformasi ini sebagian besar dari urusan 
negara telah didesentralisasikan kepada daerah, dimana daerah 
memberikan kewenangan terhadap desa untuk mengelola potensi yang 
terdapat pada desa masing-masing. Pengawasan yang menjadikan sasaran 
lebih efisien dan efektif dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang 
bersih dibandingkan dengan penegakan hukum yang bersifat responsif. 
Ditambahkan dalam bukunya bahwa dalam pengawasan memiliki prinsip 
penyelenggaraan negara yang bersih dengan menegakkan asas-asas umum 
penyelenggaraan negara yang bersih. Adapun asas tersebut disebutkan 
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dalam UU No 28 Tahun 1999 pasal 3 termuat 6 (enam) asas umum 
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: 
a. Asas kepastian hukum. 
b. Asas tertib penyelenggara Negara. 
c. Asas kepentingan hukum. 
d. Asas keterbukaan. 
e. Asas proposionalis. 
f. Asas akuntabilitas. 
Pengawasan terdiri atas suatu proses yang dibentuk oleh langkah-
langkah berikut (Terry, 2014:197): 
a. Mengukur hasil pekerjaan. 
b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan 
perbedaan (apabila terdapat perbedaan). 
c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan 
perbaikan. 
Langkah-langkah dari proses yang dilaksanakan melihat dengan 
mengukur hasil pekerjaan dari yang akan diawasi, maksudnya adalah 
pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang akan diawasi dilihat 
bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai atau tidaknya hasil 
pekerjaan dengan perencanaan awal yang menjadi tujuan dari suatuu 
pekerjaan. Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa 
perlu untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan 
memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan). Membandingkan 
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hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dengan hasil kerja sebelumnya, 
maksudnya disini perbandingan hasil kerja seseorang dari hasil pekerjaan 
yang telah dilaksanakan pada waktu yang berbeda. 
Pengawasan terjadi pada titik-titik atau bidang-bidang dimana terjadi 
perubahan. Proses pengawasan tidaklah mencakup sebuah operasi secara 
keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lokasi titik-titik 
pengawasan harus dipilih dengan hati-hati dengan terutama 
memperhatikan usaha menghindari adanya tekanan antara 
hubunganhubungan organisator. Menurut Handoko (2011: 376) teknik-
teknik yang sering dilakukan meliputi: 
a. Pengamatan (control by observation). 
b. Inspeksi teratur dan langsung (control by regular and spot inspection). 
c. Pelaporan lisan dan tertulis (control by report). 
d. Evaluasi pelaksanaan. 
e. Diskusi antara manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu 
kegiatan. 
Menurut Frinces (2008: 391-395) pengawasan dapat menjadi efektif 
apabila sebuah organisasi mampu membentuk kerjasama sehingga mampu 
menciptakan kinerja yang ideal sesuai dengan perencanaan yang telah 
disepakati bersama. Untuk menciptakan pengawasan yang efektif, ada 
beberpa karakteristik dari pengawasan, sebagai berikut: 
a. Pengawasan harus akurat, pelaksanaan pengawasan diperlukan data dan 
informasi yang benar dan tepat dari suatu sistem pengawasan sekaligus 
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memulai tindakan yang dinilai memungkinkan dalam mencapai 
tujuannya. 
b. Pengawasan harus tepat waktu, kaitan dengan hal ini data dan informasi 
harus diterima dan dievaluasi dengan cepat jika tindakan setrategis 
harus diambil untuk mmelaksanakan perbaikan terhadap segala sesuatu 
yang terjadi. 
c. Pengawasan harus objektif, pengawasan yang dilakukan harus 
dilaksanakan dengan objektif. Karena data dan informasi yang 
diperoleh untuk melaksanaka kajian harus objektif agar akurasi 
keputusan dan penyelesaian terhadap masalah mendekati kesempurnaan 
sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati. 
d. Pengawasan harus dapat dipahami, anggota pelaksana pengawasan 
harus memiliki pemahaman tentang tujuan awal yang telah disepakati, 
dari tempat pengawasan dilaksanakan, tujuan akhir dari pengawasan, 
serta data dan informasi apa yang diperlukan agar pengawasan dapat 
terlaksana dengan objektif. 
e. Pengawasan harus fleksibel, sistem pengawasan tidak menutup 
kemungkinan berada pada lingkungan yang dinamis dimana perubahan 
harus segera terlaksana dan akan sulit untuk menghindari. 
f. Pengawasan harus ekonomis, dalam implementasinya biaya dalam 
pengawasan harus tidak lebih besar dari biaya memperoleh keuntungan. 
Maksudnya bahwa pengawasan menjadikan sumber pemborosan yang 
dapat mengganggu anggaran organisasi atau lembaga yang telah 
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direncanakan, namun biaya pengawasan itu sendiri harus dikeluarkan 
sesuai dengan pertimbangan untung-rugi dan kesehatan anggaran secara 
keseluruhan. 
g. Pengawasan harus terkait dengan struktur organisasi atau lembaga, 
pelaksanaan pengawasan harus berada pada pusat tanggung jawab 
organisasi yang harus dipertanggungjawabkan hasilnya dalam rangka 
meningkatkan kinerja organisasi. 
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga baru yang berada di 
desa setelah adanya otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah 
wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang ditetapkan dengan cara demokratis, salah satunya yaitu 
dengan cara musyawarah mufakat.  
Menurut Wahyu (2017: 209) Badan Permusyawaratan Desa 
merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. yang mana anggota dari BPD terdiri atas ketua rukun 
warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 
pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam 
tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali dengan masa jabatan 
selanjutnya. Pemimpin dan anggota dari BPD tidak diperbolehkan untuk 
merangkap jabatan sebagai kepala dan perangkat desa dan anggota BPD 
memiliki fungsi dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala 
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
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Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah 
untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa 
yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi 
dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta 
ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 menyebutkan salah satu hak dari BPD adalah mengawasi dan 
meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah 
desa. 
Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan 
melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan 
pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan 
Badan permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi. 
 
6. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 
Informasi tentang kinerja organisasi digunakan untuk mengevaluasi 
apakah proses kerja yang dilakukan suatu organisasi selama ini sudah 
sejalan dengan tujuan yang telah diharapkan atau belum, akan tetapi 
dalam kenyataannya banyak organisasi yang kurang mempunyai informasi 
tentang kinerja dalam organisasinya. Keberadaan suatu organisasi adalah 
untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka 
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informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat 
penting. 
Kinerja / performance diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang 
didasari oleh pengetahuan, ketrampilan, sikap dan motivasi untuk 
menghasilkan sesuatu. Kinerja adalah pekerjaan yang digunakan untuk 
menggambarkan keadaan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi. 
Sedangkan kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi 
kerja, pelaksana kerja, pencapaian kerja, dan hasil kerja atau unjuk kerja 
(Rivai dan Sagala, 2014 : 13). 
Demikian pula Assad (2015 : 49), mengartikan kinerja merupakan 
hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 
pekerjaan yang bersangkutan. Di sini jelas sekali bahwa seseorang 
memiliki kinerja yang tinggi apabila ada hasil yang dicapai sesuai dengan 
ukuran yang berlaku pada bidang pekerjaannya. 
Kinerja (performance) dapat berbentuk proses kerja dan hasil kerja. 
Seperti halnya seseorang yang mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dan 
ukuran yang berlaku dalam melaksanakan kerjanya, berarti tingkat 
kinerjanya optimal. Sebaliknya, bila seseorang belum sanggup 
mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tuntutan dan ukuran yang berlaku 
dalam melaksanakan kerjanya, berarti dia belum mempunyai kinerja yang 
optimal untuk pekerjaan itu. Rivai dan Sagala (2014 : 309) menyatakan 
bahwa  kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap 
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orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh seseorang sesuai dengan 
perannya dalam organisasi. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Setiap orang yang mengemban tugas sebagai 
bagian dari organisasi disegala bidang selalu dituntut memiliki kinerja 
yang baik agar organisasinya mampu mencapai tujuannya. 
Penilaian kinerja hendaknya dapat menghasilkan gambaran yang 
akurat dari performance pekerjaan secara individual. Gomes (2005 : 235) 
mengemukakan bahwa ukuran kinerja yang baik harus memenuhi syarat- 
syarat sebagai berikut :  Praktis, keterkaitan langsung dengan pekerjaan 
seseorang adalah bahwa penilaian ditunjukan pada perilaku  dari sikap yang 
menentukan keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu;     
kejelasan standar, standar adalah merupakan tolak ukur seseorang dalam 
melakukan pekerjaannya;  kriteria yang objektif. Kriteria yang dimaksud 
adalah ukuran-ukuran yang memenuhi persyaratan seperti mudah 
digunakan, handal dan memberikan informasi tentang perilaku kritikal yang 
menentukan keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan. Instrumen 
penilaian kinerja harus memenuhi syarat-syarat reliability, relevance, 
sensitivity dan practicality. 
Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan 
untuk membantu manajer publik dalam dalam menilai pencapaian suatu 
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strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran 
kinerja dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi kerena pengukuran 
kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. 
Melalui pengukuran kinerja diharapkan instansi pemerintah dapat 
mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu. Dengan adanya suatu 
pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat 
diukur dan dievaluasi. Dari pengukuran kinerja, setiap insatansi dapat 
diperbandingkan dengan instansi yang sejenis, sehingga penghargaan dan 
tindakan disiplin dapat dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja sektor 
publik menurut Mardiasmo (2011:121) dilakukan untuk memenuhi tiga 
maksud, antara lain: 
a.  Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu 
memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk 
dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program 
unit kerja 
b.  Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber 
daya dan pembuatan keputusan 
c.  Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan 
Ada enam langkah dasar yang perlu diikuti pemerintah daerah dalam 
membangun sistem pengukuran kinerja yang dikatakan oleh Ulum 
(2014:281) adalah sebagai berikut :  
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d. Memperkirakan kesiapan organisasi “keberhasilan dalam menerapkan 
sistem pengukuran kinerja tergantung pada tingkat kesiapan organisasi. 
Kesiapan berarti dimilikinya kombinasi yang tepat dari orang, manajerial 
dan perlengkapan pada tempatnya. 
e. Merumuskan tujuan pengembangan sistem pengukuran kinerja harus 
dirumuskan secara jelas. Apakah sasarannya untuk menyempurnakan 
pembuatan keputusan, perencanaan, manajemen, penyusunan anggaran. 
f. Mengembangkan rencana kerja  mencakup  pengelolaan kepegawaian, 
rencana kerja, anggaran, pelatihan, strategi dan kriteria pemantauan. 
g. Merumuskan misi, tujuan sasaran tujuan dan sasaran akan 
memperlihatkan arah dan dapat menciptakan antusiasme untuk adanya 
penyediaan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. 
h. Mengenali pengukuran dan memperhitungkan sumber – sumber daya 
yang digunakan dalam pelayanan yang tersedia. 
i. Pemantauan dan evaluasi “pemantauan yang cermat menyebabkan 
perbaikan sasaran, ukuran, target kinerja prosedur pengumpulan bentuk 
pelaporan dan rencana – rencana penyempurnaan dalam memberi respon 
terhadap suatu masalah yang ditentukan dengan kondisi yang berbeda – 
beda. 
Indikator kinerja yang dapat dipakai untuk mengukur kinerja program 
dapat dilihat dari aspek-aspek (Mardiasmo, 2011:125) antara lain: 
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a. Efektivitas 
Efektivitas berkaitan erat dengan tindakan dalam mencapai tujuan dan 
sasaran yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan agar dapat 
tercapai sesuai dengan rencana. Efektivitas yaitu tingkat dimana 
kinerja sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang 
ditargetkan. 
b. Efisiensi 
Kegiatan dikatakan efisien apabila hasil kerjanya dapat dicapai dengan 
penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Untuk 
melakukan pengukuran ini perlu mengaitkan dengan sumber daya yang 
digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan rencana 
yang disusun dan dilakukan evaluasi yang merupakan suatu proses 
penilaian. 
c. Pertumbuhan pegawai 
Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor yang memegang 
peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai 
tujuan sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya 
manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan pegawai merupakan salah satu 
indikator dalam mencapai kinerja dan tujuan yang diharapkan. 
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B. Penelitian Terdahulu 
Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini telah disajikan daftar 
penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan atau dikemukakan: 
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. Finta Munti 
dan Heru 
Fahlevi 
(2017) 
Determinan Kinerja 
Pengelolaan Keuangan 
Desa: Studi pada 
Kecamatan Gandapura 
Kabupaten Bireuen 
Aceh. 
Dari hasil pengujian hipotesis dan 
pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, dapat diambil 
kesimpulan bahwa kapasitas 
aparatur desa, ketaatan pelaporan 
keuangan, dan kualitas pengawasan 
BPB memiliki pengaruh positif 
terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa pada 
 kecamatan Gandapura di 
Kabupaten Bireuen 
2. Nur Athiyah 
Rahmah (2017) 
Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi 
Kinerja 
Pengelola Keuangan 
Daerah Pada Satuan 
Kerja 
Perangkat Daerah 
(SKPD) Di Kota Palu 
Faktor individu, kepemimpinan, 
tim, system dan kontekstual secara 
bersama-sama maupun sendiri-
sendiri  dapat memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja pengelola keuangan daerah 
pada SKPD di Kota Palu 
3. Diana Fitri dan 
Syukriy 
Abdullah 
(2017) 
Pengaruh 
Penganggaran, 
Penatausahaan, 
Kualitas Pelaporan 
Terhadap Kinerja 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah Dengan 
Teknologi Informasi 
Sebagai Pemoderasi 
(Studi pada Satuan 
Kerja Perangkat Kota 
Pemerintah Kota 
Sabang) 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penganggaran, 
penatausahaan, kualitas pelaporan, 
dan teknologi informasi secara 
simultan berpengaruh terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan 
daerah. Kemudian, penganggaran, 
penatausahaan, dan teknologi 
informasi berpengaruh negatif 
terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan daerah. Sementara itu, 
kualitas pelaporan memiliki efek 
postif terhadap kinerja  pengelolaan 
keuangan daerah. Selain daripada 
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
itu, teknologi informasi mampu 
memperkuat hubungan antara 
penganggaran dan penatausahaan 
dengan kinerja pengelolaan 
keuangan daerah. Namun, 
teknologi informasi belum mampu 
memperkuat hubungan antara 
kualitas pelaporan dengan kinerja 
pengelolaan keuangan daerah. 
4. Indrawati 
(2016) 
Pengaruh Kompetensi 
Dan Komitmen 
Terhadap Kinerja 
Pengelola Keuangan 
(Studi Pada Satuan 
Kerja Perangkatdaerah 
Kabupaten Sigi) 
 Kompetensi dan komitmen 
secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja 
Pengelola Keuangan Pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Sigi. 
  Kompetensi berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja 
Pengelola Keuangan Pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Sigi. 
 Komitmen berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja 
Pengelola Keuangan Pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Sigi. 
5. 
 
Resti, 
Lutfitasari 
(2015) 
Pengaruh Motivasi 
Kerja, Disiplin Kerja, 
Kompensasi Terhadap 
Kinerja Karyawan pada 
DPPKAD 
Terdapat pengaruh positif dan 
signifikan Motivasi Kerja, Disiplin 
Kerja, dan Kompensasi secara 
bersama-sama terhadap Kinerja 
Karyawan pada Dinas Pengolahan 
Pendapatan Keuangan dan Aset 
D.I.Yogyakarta. 
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C. Kerangka Berpikir 
1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
desa. 
Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata 
pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. 
Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan 
desa yang baik. 
Dalam ketentuan umum Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan pemberikan hak otonom kepada 
desa bertujuan untuk memberikan kesempatan pemerintah desa untuk 
mengelola keuangan secara sendiri termasuk dalam pengelolaan pendapatan 
dan sumber-sumber pendapatan, juga pembelanjaan anggaran. Kinerja dapat 
didefinisikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan suatu kegiatan 
dalam pencapaian tujuan, visi, dan misi sebuah organisasi. Aparat yang 
kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip 
akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang 
mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus 
ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. 
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Aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani 
sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan 
dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik 
guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang 
seharusnya seorang aparat dan kinerja pengelolaan keuangan desa akan 
menjadi meningkat. 
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 
Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan 
orang tersebut melakukan tindakan. Seseorang sering melakukan tindakan 
untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi mempersoalkan bagaimana 
caranya mendorong gairah kerja pegawai agar meraka mau bekerja keras 
dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilannya untuk 
mewujudkan tujuan. Motivasi seseorang berawal dari suatu kebutuhan lalu 
muncul  keinginan dan dorongan untuk bertindak dan berperilaku tertentu 
demi tercapainya kebutuhan tersebut. Hal ini menandakan seberapa kuat 
dorongan, usaha, intensitas, dan kesediaannya untuk berkorban demi 
tercapainya tujuan. Dalam hal ini semakin kuat dorongan atau motivasi  dan 
semangat akan semakin tinggi kinerjanya (Moekijat, 2010:57). 
Menurut Handoko (2012:85) motivasi diartikan sebagai keadaan 
dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 
melakukan kegiatan- kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang 
ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan 
suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Wibowo (2014:24) 
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menyatakan bahwa motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian 
proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang 
tekandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, 
menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus- menerus dan adanya 
tujuan.  
Motivasi merupakan faktor penting yang mendukung prestasi kerja/ 
kinerja dimana motivasi merupakan kondisi yang menggerakan seseorang 
untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun 
demikian prestasi bukan satu- satunya pendukung prestasi kerja. Prestasi 
kerja seseorang juga tergantung dari faktor lain yaitu kemampuan (ability) 
dan persepsi peranan (role perception). Kemampuan yang baik, persepsi 
peranan yang tepat, dan motivasi yang tinggi merupakan kunci sukses 
prestasi kerja. Ada hubungan positif antara motivasi dan kinerja dengan 
pencapaian prestasi, artinya pegawai yang mempunyai motivasi prestasi 
yang tinggi cenderung mempunyai kinerja yang tinggi, sebaliknya mereka 
yang mempunyai kinerja rendah kemungkinan karena motivasinya rendah. 
3. Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa  
Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau 
menerima pernyataan yang dikemukan oleh pimpinan sebagai hal yang 
benar. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang  pengelolaan 
Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib menyampaikan  
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan 
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kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat satu bulan setelah akhir 
tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup 
kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan 
pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara 
akuntabilitas. Jadi semakin taat aparatur desa terhadap pelaporan keuangan 
maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.  
Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 mengatur mengenai asas 
pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntanbel, 
partisipatif dan tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa 
segala  akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dimiliki 
oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan 
diketaui umum. Akuntanbel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai 
pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. 
Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif 
sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (parsitipasif). 
selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi,  
tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas. 
4. Pengaruh BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang 
bertugas mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. 
Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan 
dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama 
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kepala desa berupa APBDes terkait dengan pengawasan keuangan desa. 
Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh UU No 23 
Tahun 2014 pasal 55, BPD memiliki fungsi untuk melaksanakan 
pengawasan kinerja kepala desa.  
Keuangan desa diperoleh dari beberapa sumber seperti, PAD, hibah, 
transfer dari pemerintah pusat (APBN) yang berupa dana desa dan juga 
pendapatan lain-lain yang diringkas menjadi APBDes yang juga 
digunakan untuk peraturan desa agar dalam pelaksanaan kegiatan desa 
dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah 
disepakati. Keuangan desa yang berupa dana desa perlu diadakannya 
pengawasan dari pusat maupun dari desa itu sendiri. Pengawasan kinerja 
kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa 
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Adapun BPD dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait 
dengan keuangan desa Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD 
memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-
praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, 
pengelolaan dana desa perlu diawasi.  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kerangka berpikir 
dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 
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H1 
H3 
H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 
permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang dikumpulkan. 
Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban yang masih memerlukan 
pembuktian atas kebenaran. Hipotesis yang diambil dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
H1. Diduga terdapat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
H2. Diduga terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
H3. Diduga terdapat pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
Kompetensi (X1) 
Kinerja Pengelolaan 
Keuangan Desa (Y) Ketaatan Pelaporan 
Keuangan (X3) 
Motivasi Kerja (X2) 
Pengawasan BPD (X4) 
H4 
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H4. Diduga terdapat pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pemilihan Metode 
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 
dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:1). Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:8) 
penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk 
menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun objek penelitian ini adalah 
pendapat aparat desa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mengenai 
kompetensi aparatur desa, motivasi kerja dan ketaatan pelaporan keuangan 
untuk kemudian dianalisis guna mengetahui signifikansi hubungannya dengan 
kinerja pengelolaan keuangan desa.  
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal, dengan 
mengambil lokasi penelitian di 19 Desa. 
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C. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang 
jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data 
sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar 
diperoleh sampel yang representatif  (Nasution, 2013: 43). Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Populasi 
Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subyek 
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa di 
Kecamatan Talang  Kabupaten Tegal. Jumlah Aparat dalam satu desa 
adalah 8 orang, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 152 
orang aparat desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
2. Sampel  
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 
penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 
penelitian sampel (Arikunto, 2010:174). Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan teknik random cluster sampling (random 
area sampling). Teknik random cluster sampling yaitu teknik penentuan 
sampel berdasarkan daerah yang akan diteliti. Teknik sampling daerah ini 
dilakukan dengan dua tahap, yaitu menentukan sampel daerah dan tahap 
berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu (Sugiyono, 
2010: 66).  Kepala desa dalam pengelolaan keungan desa dibantu oleh 
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Perencana tenaga kerja desa yang berasal dari perangkat desa yaitu 
sekretasis desa dan bendahara desa. Di kecamatan Talang  Kabupaten 
Tegal terdapat 19 desa dan setiap desa terdapat 3 orang aparat desa yang 
dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris 
desa, dan bendahara desa sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 
57 orang. Berikut ini adalah nama desa di Kecamatan Talang  Kabupaten 
Tegal. 
Tabel 3.1 
Sampel Penelitian 
 
No. Nama Desa  Jumlah Responden 
1 Bengle 3 
2 Cangkring 3 
3 Dawuhan 3 
4 Dukuhmalang 3 
5 Gembong Kulon 3 
6 Getaskerep 3 
7 Kajen 3 
8 Kaladawa 3 
9 Kaligayam 3 
10 Kebasen 3 
11 Langgen 3 
12 Pacul 3 
13 Pasangan 3 
14 Pagirikan 3 
15 Pekiringan 3 
16 Pesayangan 3 
17 Talang 3 
18 Tegalwangi 3 
19 Wangandawa 3 
Jumlah 57 
Sumber : diolah untuk penelitian 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Guna memperoleh data yang valid, relevan dan akurat maka teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  metode  kuesioner.  
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Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, 
atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010: 194). Kuesioner yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan lima alternatif jawaban 
menggunakan skala likert dengan skoring : 
1. Jawaban SS  (Sangat Setuju) diberi skor 5. 
2. Jawaban S (Setuju) diberi skor 4. 
3. Jawaban KS  (kurang Setuju) diberi skor 3. 
4. Jawaban TS  (Tidak Setuju) diberi skor 2. 
5. Jawaban STS  (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1. 
E. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Sugiyono (2010: 4) menerangkan bahwa : Variabel  penelitian  pada  
dasarnya  adalah  sesuatu  hal  yang  berbentuk  apa saja  yang  ditetapkan  
oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi tentang hal 
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Definisi Konseptual Variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan 
suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Ada dua jenis variabel 
dalam penelitian ini yaitu: 
a. Variabel  dependen  
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan 
konsekuen. (Sugiyono, 2010:4). Yang menjadi variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan keuangan desa.  
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Kinerja pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau prestasi 
aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan secara ekonomis, 
efisiensi, efektivitas dan pelaporan yang memadai meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan desa. 
b. Variabel independen 
Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai 
variabel stimulus, prediktor, dan antesenden. (Sugiyono, 2010:4). Yang 
menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah kompetensi, 
motivasi kerja dan ketaatan pelaporan keuangan. 
1) Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan atau melakukan 
pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, 
didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut 
(Sedarmayanti, 2012:57). 
2) Motivasi kerja adalah tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang 
dalam mengejar suatu tujuan (Gomes, 2005: 177) 
3) Ketaatan pelaporan keuangan adalah kesediaan untuk tunduk kepada 
hukum/ aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan 
secara transparansi, akutabel, partisipasif dan tertib administrasi dan 
peraturan (Ulum, 2014:12). 
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4) Pengawasan BPD adalah mengevaluasi prestasi kerja dan dapat 
menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan 
dapat sesuai dengan apa yang telah terencanakan (Terry, 2014:287) 
2. Definisi operasional merupakan batasan pengertian tentang variabel yang 
diteliti yang di dalamnya sudah mencerminkan indikator-indikator yang 
akan digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan Berdasarkan 
variabel-variabel dalam penelitian ini, akan dirumuskan ke dalam masing-
masing indikator yang merupakan ciri-ciri dari variabel tersebut dengan 
menggunakan skala ordinal. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 
Kinerja 
pengelola 
keuangan desa 
Efektivitas 1. Sesuai target 
2. Sesuai tujuan 
3. Sesuai sasaran 
Interval 
Efisiensi 4. Sumber daya  
5. Anggaran 
Interval 
Pelaporan yang 
memadai 
6. Pelaporan yang 
sesuai dengan 
ketentuan 
7. Ketelitian 
8. Ketepatan waktu 
pelaporan 
Interval 
Kompetensi 
(X1) 
 
Kepercayaan dan 
nilai 
1. Kepercayaan 
2. Nilai 
3. Budaya  
Interval 
Keahlian atau 
Keterampilan 
4. Pengembangan 
keahlian 
5. Keterampilan 
6. Inovasi  
Interval 
 
Pengalaman 7. Pengetahuan  
8. Pengalaman 
9. Masa kerja 
Interval 
Karakteristik 
Personal 
10. Sifat pribadi 
11. Komunikasi 
Interval 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 
12. Membangun 
hubungan 
Motivasi 13. Dorongan 
14. Pengakuan 
15. Perhatian 
Interval 
Isu-isu Emosional 16. Ketakutan membuat 
kesalahan 
17. Penghargaan 
18. Berpikir positif 
Interval 
Kapasitas 
Intelektual 
19. Perencanaan 
20. Keputusan 
21. Evaluasi 
Interval 
Motivasi kerja Kebutuhan akan 
prestasi 
1. Mengembangkan 
kreativitas 
2. Antusias berprestasi 
Interval 
Kebutuhan akan 
afiliasi 
3. Diterima orang lain 
4. Perasaan dihormati 
5. Perasaan untuk maju 
6. Perasaaan ikut serta 
Interval 
Kebutuhan akan 
kekuasaan 
7. Memiliki kedudukan 
8. Mencari kekuasaan 
Interval 
Ketaatan 
pelaporan 
akuntansi 
Transparansi 1. Akses informasi  
2. Adil jujur dan tidak 
diskrimatif 
Interval 
Akuntabel 3. Dapat dipertanggung-
jawabkan 
4. Pengendalikan 
sumber daya 
Interval 
Partisipasif 5. Keikutsertaan 
masyarakat 
6. Partisipasi masyarakat 
Interval 
Tertib 7. Disiplin terhadap 
anggaran 
8. Sesuai aturan 
Interval 
Pengawasan 
BPD 
Pengawasan yang 
akurat 
1. Data dan informasi 
yang benar dan tepat 
2. Tindakan yang 
memungkinkan 
dalam mencapai 
tujuan 
Interval 
Tepat waktu 3. Evaluasi 
dilaksanakan tepat 
waktu 
Interval 
Obyektif 4. Kajian harus 
obyektif 
Interval 
Dapat dipahami 5. Pengawasan harus Interval 
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Variabel Dimensi Indikator Skala 
Pengukuran 
memiliki 
pemahaman tentang 
tujuan awal yang 
telah disepakati 
Ekonomis 6. Berada pada 
lingkungan yang 
dinamis 
Interval 
Terkait dengan 
struktur organisasi 
atau lembaga 
7. Pengawasan berada 
pada pusat tanggung 
jawab organisasi  
Interval 
Sumber: diolah untuk penelitian 
 
 
 
 
F. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 
Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis  dengan  
menggunakan perhitungan statistik yang menguji pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan 
adalah pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian 
hipotesis dengan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) 
Ver 17.  
1. Pengujian Validitas 
Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
butir pernyataan. Skala butir pernyataan disebut valid, jika melakukan apa 
yang seharusnya diukur. Jika skala pengukuran tidak valid maka tidak 
bermanfaat bagi peneliti, sebab tidak mengukur apa yang seharusnya 
dilakukan (Sunyoto, 2012: 55).  
Ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas 
yang tinggi apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan alat fungsi ukurnya, 
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atau memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan maksud pengukuran 
tersebut.  Metode yang sering digunakan untuk memberikan penilaian dengan 
validitas kuesioner adalah korelasi product momen (product moment 
correlation, Pearson correlation) antara skor setiap butir pertanyaan dengan 
skor total, sehingga sering disebut sebagai inter item total correlation. Dari 
perhitungan tersebut dapat diketahui validitas masing-masing butir 
pertanyaan. Butir pernyataan tersebut dikatakan valid atau sahih jika r 
hitung ≥ daripada r tabel. Butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid 
jika r hitung ≤ daripada r tabel. 
2. Pengujian Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukkan sejauh mana tingkat konsistensi 
pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain atau dengan kata 
lain sejauh mana pertanyaan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan 
beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut (Sunyoto, 2012: 
57). Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, 
penulis menggunakan koefisien cronbach’s alpha (α).  
Pengujian realibilitas dengan konsistensi internal dilakukan dengan 
cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 
dianalisis  butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini digunakan tehnik 
Cronbach’s  Alfa (koefisien alfa). Suatu item pengukuran dapat dikatakan 
reliabel apabila memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6. 
3. Pengujian Asumsi Klasik 
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Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi 
asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas dan heterokedastisitas. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan pengujian normalitas dan heterokedastisitas sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis. Berikut penjelasan uji asumsi klasik yang 
akan dilakukan penelitian ini (Ghozali, 2011:140). 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
yang Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas 
karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 
(kecil, sedang, dan besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu  
X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-
studentized. Dasar analisis : 
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1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 
maka mengindifikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan di 
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
(Ghozali, 2011: 39).  
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka 
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan analisis grafik. 
Salah satu cara termudah untuk melihat nomalitas residual 
adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara 
data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 
Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat 
menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang 
lebih handal adalah dengan melihat normal probality plot yang 
membandingkan distribusi kumulatif dari ditribusi normal. Distribusi 
normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 
residual akan dibandingkan dengan gaaris diagonal. Jika distribusi data 
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residual normal, maka garis garis yang menggambarkan data 
sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011: 140). 
4. Analisis Regresi Berganda 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan 
fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Rumus yang digunakan adalah : 
Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X43 + e 
Keterangan : 
Ŷ   = Kinerja pengelolaan keuangan desa 
a  = Konstanta 
b1,- b4  = Koefisien regresi  
X1  = Kompetensi. 
X2  = Motivasi Kerja 
X3  = Ketaatan pelaporan keuangan 
X4  = Pengawasan BPD 
e = epsilon ( Faktor lain di luar X yang mempengaruhi Y) 
 
5. Pengujian Hipotesis 
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh 
pengaruh  satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dengan  
menganggap  variabel  independen  lainnya  konstan  (Ghozali,  2016  
:17). Untuk  mengetahui  nilai  t  statistik  tabel ditentukan tingkat 
signifikansi 0,05. Pengambilan  keputusan  uji  hipotesis  secara  parsial  
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juga didasarkan  pada  nilai  probabilitas  yang  didapatkan  dari  hasil 
pengolahan  data  melalui  program  SPSS  Statistik  Parametrik (Santoso, 
2014:168) sebagai berikut:  
Jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak.   
Jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima.   
Jika  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka hipotesis  
yang  diajukan  diterima  atau  dikatakan  signifikan,  artinya  secara  
parsial  variabel  bebas  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  
dependen  (Y), sementara jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05  
maka  hipotesis  yang  diajukan  ditolak  atau  dikatakan tidak signifikan 
artinya secara parsial variabel  bebas  tidak  berpengaruh  signifikan  
terhadap variabel dependen (Y).  
 
6. Koefisien Determinasi 
Untuk menguji model penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien 
deterrminasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 
dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 
diantara nol dan satu (Ghozali; 2016:15) Kelemahan mendasar penggunaan 
koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 
dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka 
R
2
 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti 
menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi 
mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai adjusted R
2
 dapat naik 
83 
 
turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model 
(Ghozali, 2016:15). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal 
Kekayaan sejarah sebuah kota atau kawasan terlihat dari jejak 
peninggalan apa yang disebut cultural heritage dan living cultural yang 
tersisa dan hidup di kawasan tersebut. Keduanya merupakan warisan 
peradaban umat manusia. Demikian halnya dengan Kabupaten Tegal, 
Wilayah yang kaya akan jejak peninggalan kesejarahan sebagai penanda 
bahwa Kabupaten Tegal sebagai tlatah kawasan tak dapat dilepaskan dari 
keterkaitan garis sejarah hingga membentuk kawasan sekarang ini. 
Penekanan pada bidang pertanian misalnya, tak dapat dilepaskan 
dari kondisi wilayah dan akar kesejarahan tlatah Kabupaten Tegal yang 
mengembangkan kapasitasnya selaku wilayah agraris. Tradisi 
keagrarisan dimulai dari ketokoan Ki Gede Sebayu juru demung trah 
Pajang. Bahkan kalau dirunut keagrarisan itu dimulai semenjak Mataram 
Kuno. Kesaksian ini diperkuat denga ditemukannya artefak kuno dan 
candi di Pedagangan. Ditambah tlatah Tegal kerapkali dikaitkan dengan 
kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang cenderung kekuasaan dengan 
basis pada agraris. 
Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu 
menghasilkan tanaman pertanian (Depdikbud Kabupaten Tegal, 1984). 
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Sumber lain menyatakan, nama Tegal dipercaya berasal dari kata 
Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang pedagang asal Portugis yaitu 
Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500 –an. 
Namun sejarah tlatah Kabupaten Tegal tak dapat diepaskan dari 
ketokohan Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan dengan trah Majapahit, 
karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput ( kelak bernama Pangeran 
Onje) ialah keturunan Batara Katong Adipati Ponorogo yang masih 
punya kaitan dengan keturunan dinasti Majapahit (Sugeng Priyadi, 
2002). 
Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah 
administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di 
kota Slawi, yang terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian 
wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan pantai 
Utara (Pantura). Kecamatan-kecamatan yang wilayahnya berbatasan 
langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan Suradadi, Kecamatan 
Kramat dan Kecamatan Warureja. Kabupaten Tegal secara administratif 
terdiri dari 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. 
Kabupaten Tegal secara geografis terletak pada koordinat 
108o57'6"-109o21'30" BT dan 6o50'41" - 7o15'30" LS. Panjang garis 
pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan daerah lain adalah 27 
Km. Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 878,7 KM2 dan 
lautan seluas 121,50 km2.  Wilayah daratan mempunyai kemiringan 
bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam. Kemiringan 
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lahan tipe datar/pesisir (0-20) seluas 24.547,52 ha (Kecamatan Kramat, 
Suradadi dan Warureja), tipe bergelombang/dataran (2-150) seluas 
35.847,22 ha (Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, 
Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, sebagian wilayah Suradadi, 
Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah), tipe curam/berbukit-bukit (15-
400) seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>400) 
seluas 7.099,97 ha (Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, 
Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng).  
Kondisi dataran tersebut, di antaranya berupa wilayah hutan, 
persawahan dan ladang yang cukup luas. Upaya menjaga kelestarian 
lingkungan hidup terhadap lahan hutan sebagai daerah penyangga dalam 
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir memperlihatkan adanya penurunan 
luas lahan hutan. Tercatat pada tahun 2010 luas lahan hutan di Kabupaten 
Tegal seluas  21.070,20 ha dan pada tahun 2014 turun menjadi 20.889,34 
ha.  
Pada sub sektor luas lahan persawahan (sawah irigrasi, sawah tadah 
hujan/non irigasi, sawah pasang surut dan sawah Lainnya/polder, 
rembesan dll), atau sekitar 40,00% dari luas daratan keseluruhan, tiap 
tahunnya cenderung mengalami penurunan (kecuali tahun 2013), dengan 
rincian sebagai berikut: pada tahun 2010 tercatat 40.288,00 ha dan pada 
tahun 2011 turun menjadi 40.234 ha Tahun 2012 turun lagi menjadi 
40.172,90 Ha. Selanjutnya di tahun 2013 menjadi 40.173,00  ha dan di 
tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 39.854 Ha. 
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Pada sub sektor lahan kering seperti rawa-rawa, ladang/tegalan, 
perkebunan, usaha lain (pekarangan yg ditanami dll) dan yang 
belum/tidak diusahakan, pada tahun 2010 seluas 13.386 ha, tapi pada 
tahun 2014 turun seluas  11.281 ha. Luas lahan bukan pertanian seperti 
lahan perumahan dan pemukiman pada tahun 2010 adalah 13.363,49 ha 
atau sekitar 10.00 % dari luas daratan keseluruhan. Kondisi itu 
mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, mengalami kenaikan 
ditahun berikutnya. Di tahun 2011 luas lahan perumahan dan 
permukiman menjadi 13.375,71 ha. Tahun 2012 menjadi 13.379,50 ha, 
dan di tahun 2013 menjadi 13.386,61 ha., sementara di tahun 2014 
menjadi 13.415,51 ha. Untuk kawasan Industri dari tahun 2010-2014 
adalah 838,75 ha atau sekitar 9,52% dari total luas daratan. 
Keadaan iklim Kabupaten Tegal dapat diinformasikan bahwa, 
bahwa pada tahun 2014 suhu udara berkisar pada 26,60 - 27,6°C, dengan 
kelembaban udara rata-rata 74-96%. Adapun curah hujan tertinggi terjadi 
pada tahun 2011, yaitu mencapai 308 mm/thn, sedangkan curah hujan 
terendah terjadi di tahun 2014 yaitu 152,80 mm/thn. 
Data jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu dinamis, karena 
banyak penduduk Kab. Tegal yang merantau (misalnya di Jakarta sebagai 
pengusaha warteg, pandai besi) akan tetapi mereka masih berdomisili di 
Kab. Tegal. Hal ini dapat kita lihat dari rekaman data penduduk Kab. 
Tegal. Tercatat sebelum sensus penduduk yaitu pada tahun 2012 adalah 
sebanyak 1.392.260 orang (693.287 laki-laki dan 698.973 perempuan), 
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sedangkan pada tahun 2013 naik menjadi 1.421.001 jiwa, sedangkan 
pada tahun 2014 naik menjadi 1.415.009 jiwa dan pada tahun 2015 
jumlah penduduk Kab. Tegal menjadi 1.420.132 jiwa. Angka Kepadatan 
penduduk dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kepadatan 
penduduk tersebut berturut-turut dari tahun 2012-2014 adalah sebagai 
berikut: 1.587 orang/km²; 1.593 orang/km²; 1.617 orang/km² dan 1.806 
orang/km². Sementara itu, laju pertumbuhan alamiah penduduk tahun 
2012-2016 adalah 0,07%. 
Di bidang ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja Kabupaten 
Tegal terus mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2012 berjumlah 
988.871 orang, tahun 2013 sebanyak 1.008.845 orang, tahun 2014 
sebanyak 1.008.971 orang, tahun 2015 terdapat 900.214 orang. Mayoritas 
penduduk Kabupaten Tegal masih bekerja di sektor pertanian dalam arti 
luas. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012 sebanyak 140.420 
orang yang menggeluti lapangan kerja di sektor pertanian. Jumlah 
penduduk yang memilih sektor pertanian sebagai lapangan kerjanya, 
selama 4 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan seiring 
dengan semakin berkurangnya lahan pertanian karena beralih fungsi. 
Disinyalir mereka beralih profesi ke sektor perdagangan, industri dan 
sektor lainnya. Terbukti jumlah penduduk yang berprofesi di sektor 
perdagangan pada tahun 2012 sebanyak 160.441 orang (8,89%). Sektor 
lainnya yang cukup diminati masyarakat adalah sektor industri 
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pengolahan, dan sektor jasa kemasyarakatan yang masing-masing 
ditekuni oleh 112.244 orang (6,22 %) dan 74.532 orang (4,13 %). 
Disadari bahwa bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Tegal masih 
menyisakan berbagai persoalan, diantaranya masalah pengangguran. 
Jumlah pengangguran selama kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami 
fluktuasi. Tercatat pada tahun 2012 terdapat 302.990 pengangguran, dan 
di tahun 2013 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 187.686 
orang, sedangkan di tahun 2014 turun menjadi 187.686 orang. Dengan 
semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja, Pemerintah Kabupaten 
Tegal terus mendorong terbukanya lapangan kerja dan investasi yang 
selama ini belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Upaya 
penempatan TKI di luar negeri pun dilakukan. Jumlah TKI selalu 
meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 terdapat 461 orang TKI. 
Di tahun 2013 naik menjadi 490 orang, dan ditahun 2014 naik lagi 
menjadi 472 orang, sementara di tahun 2015 turun menjadi 110 orang 
dan tahun 2016 meningkat drastis menjadi 3.325 orang. 
Hal penting lainnya terkait dengan ketenagakerjaan adalah Upah 
Minimum Regional (UMR). Dari tahun ke tahun UMR di Kabupaten 
Tegal terus mengalami peningkatan (rata-rata per tahun sebesar 9%). 
Pada tahun 2012 naik menjadi Rp 725.000,- Tahun 2013 naik menjadi 
Rp. 780.000,-  tahun 2014 dan 2015 menjadi Rp. 850.000,- dan pada 
tahun 2016 menjadi 1.100.000,-. 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan 
yang positif dalam kurun waktu 3 tahun (2012-2015), tercatat pada  tahun 
2012 adalah 71,09 dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan kembali 
hingga angka 71,74 dan data IPM tahun 2014 adalah 72,2 dan di tahun 
2015 menurun menjadi 71,15 dengan indikator penentu IPM yaitu angka 
melek huruf dari tahun 2012-2015 berturut-turut yaitu (89,20%; 89,25%; 
89,47%; 90,1%). Keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan 
pendidikan dasar dapat dilihat dari Angka Rata-rata Lama Sekolah dari 
tahun 2012-2016 menunjukkan tren yang positif, berturut-turut adalah 
(6,60; 6,62; 6,84; 6,90 dan 7,20 tahun). Sedangkan Angka Harapan 
Hidup juga menunjukkan tren positif tahun 2012 yaitu 68,79 tahun, tahun 
2013 yaitu 69,08, tahun 2014 yaitu 69,38 tahun dan tahun 2015 naik 
menjadi 69,58 tahun. Sementara Indeks Daya Beli pada tahun 2012-2013 
berturut-turut terdapat peningkatan yaitu: Rp. 643.480,- dan Rp. 646.190. 
 
2. Gambaran Umum Kecamatan Talang 
Kecamatan Talang memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan 
pesisir, dengan kemiringan datar. Luas Kecamatan Talang adalah 
1.839.000 hektar terdiri dari 1.064.000 hektar lahan sawah dan 775.000 
merupakan lahan bukan sawah. Dari Luas lahan sawah tersebut 1.056,426 
hektar diantaranya merupakan lahan sawah beririgasi teknis dan lainnya 
merupakan sawah tadah hujan. Lahan sawah rata-rata ditanami padi 
sebanyak dua kali dalam setahun seluas 1.461 hektar, sedangkan tidak 
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terdapat catatan tentang sawah yang ditanami satu atau tiga kali tanaman 
padi dalam satu tahun. Adapun lahan kering terdiri dari 691,000 hektar 
merupakan bangunan dan pekarangan, dan 84.00 hektar digunakan untuk 
kawasan lainnya, seperti makam, lapangan, jalan, dan sebagainya. Batas-
batas Kecamatan Talang adalah sebagai berikut: 
Sebelah utara : Kecamatan Kramat 
Sebelah timur : Kecamatan Tarub 
Sebelah selatan : Kecamatan Pangkah 
Sebelah barat : Kabupaten Dukuhturi dan Adiwerna 
Curah hujan pada tahun 2017 sebesar 2.388 mm dengan hari hujan 
126 sedangkan kelembaban udara tahun 2015 sekitar 0,88%. Sebagai 
kawasan perkotaan. Kecamatan Talang mengalami sedikit kenaikan curah 
hujan dibandingkan setahun sebelumnya. Wilayah Kecamatan Talang 
berada +8 km di sebelah utara ibukota Kabupaten Tegal. Merupakan 
dataran rendah dengan ketinggian16s.d 19m dari atas permukaan laut. 
Terdapat sebanyak 19 desa di Kecamatan Talang yang seluruhnya 
berstatus  pemerintahan desa. Sebagian besar desa di Kecamatan Talang 
dipimpin oleh generasi muda, hal ini tergambar dari rata-rata usia Kepala 
Desa yang berumur 47 tahun. Dengan Kepala Desa termuda berusia 30 
tahun dan tertua 56 tahun. Sedangkan pendidikan Kepala Desa sebagian 
besar adalah lulus SLTA. Di Kecamatan Talang terdapat 384 RT (rukun 
tetangga) dan 86 RW serta terbagi dalam 46 pedukuhan. Desa Pacul 
Adalah desa dengan jumlah Rukun Tetangga terbanyak di Kecamatan 
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Talang dengan 44 RT dan 8 RW disusul kemudian Desa Pegirikan dengan 
33 RT dan 8 RW. 
Penduduk di Kecamatan Talang pada 2017 tercatat 100.780 jiwa. 
Terdiri dari 50.561 laki-laki dan 50.219 penduduk perempuan. Desa 
Pesayangan dan Pegirikan masing-masing memiliki penduduk sejumlah 
7.679 dan 7.827 jiwa merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak, 
sedangkan di desa Talang tercatat 2.761 jiwa penduduk dan merupakan 
desa dengan jumlah paling sedikit penduduknya di Kecamatan Talang. 
Sebagai kawasan perkotaan, penduduk Kecamatan Talang sebagian 
besar bekerja di sektor industri dan perdagangan. Kedua lapangan 
pekerjaan tersebut masing-masing menyerap 41,05 % dan 21,29 % pada 
tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah (62,34 %) 
penduduk bekerja pada kedua sektor tersebut. Dan tercatat semakin 
meningkat dibanding tahun 2014. Sementara sektor pertanian menampung 
sekitar 5,52 %. Jasa perseorangan 9.10% dan konstruksi 6.99% 
Fasilitas pendidikan di kecamatan Talang relatif lengkap. Sejumlah 
sekolah dan madrasah berdiri tersebar di wilayah kecamatan. Selain 
pendidikan negeri, di kecamatan ini juga terdapat sejumlah pendidikan 
yang dikelola oleh pihak swasta. Secara ringkas dapat disebutkan bahwa 
jumlah sekolah Taman Kanak Kanak adalah 34 unit, sedangkan sekolah 
dasar terdapat 43 unit SD negeri dan SD swasta sejumlah 2 unit. Untuk 
tingkat sekolah menengah masing-masing SMP negeri 2 unit, SMP swasta 
6 unit, dan SMA swasta 3unit. Sementara untuk tingkat sekolah tinggi 
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tidak terdapat di kecamatan Talang. Jumlah siswa TK tercatat 2.194, 
sedangkan siswa SD Negeri 8.133 dan SD swasta 480 siswa, ada pun 
siswa SMP Negeri sebanyak 2.510 dan SMP swasta 684 siswa. Sementara 
untuk siswa SMA swasta sebanyak 584 siswa dan SMK swasta 1.060 
swasta. Jumlah madrasah Raudhatul Athfal atau RA adalah 14 unit, 
sedangkan untuk MI terdapat 10unit MI  swasta. Untuk tingkat sekolah 
menengah masingmasing  MTs  swasta 4 unit. Jumlah  siswa  RA adalah 
1.746 siswa sedangkan siswa belajar di MI2.291 Adapun siswa MTs 
1.638. 
 
B. Deskripsi Responden 
Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi aparatur desa, motivasi kerja 
ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Responden 
dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa dan bendahara.  
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini  dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel  4.1 
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Jenis Kelamin  Jumlah Prosentase 
Laki-laki  40 70 % 
Perempuan 17 30 % 
Total 57 100% 
Sumber: Data yang diolah (2019) 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 
merupakan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara di Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 40 responden 
(70%), dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 responden  (30 %).  
Identitas responden berdasarkan usia pada penelitian ini  dapat dilihat 
pada tabel berikut ini: 
Tabel  4.2 
Karakteristik Responden berdasarkan Umur  
Umur  Jumlah Prosentase 
21 - 30 Tahun 9 16 % 
31 - 40 Tahun 25 44 % 
41 – 50 Tahun  13 23 % 
≥ 51 Tahun 10 17 % 
Total 57 100 % 
Sumber: Data yang diolah (2019) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang merupakan 
kepala desa, sekretaris desa dan bendahara dan di Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal yang berusia antara 21 – 30 tahun yaitu sebanyak 9 
responden atau 16 %, yang berusia antara 31 – 40 tahun sebanyak 25 
responden atau 44 %, yang berusia antara 41 – 50 tahun sebanyak 13 
responden atau 23%, dan sisanya responden yang berusia ≥ 51 tahun 
sebanyak 10 responden atau 17%.  
Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan responden pada 
penelitian ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel  4.3 
Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 
Pendidikan  Jumlah Prosentase 
SMA 30 53% 
D3 14 25 % 
S1 13 23 % 
S2 - - 
Total 57 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang 
merupakan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara di Kecamatan Talang  
Kabupaten Tegal yang mempunyai tingkat pendidikan tertinggi SMA yaitu 
sebanyak 30 responden atau 53 %, yang mempunyai tingkat pendidikan 
tertinggi D3 yaitu sebanyak 14 responden atau 25 %, dan  yang mempunyai 
tingkat pendidikan tertinggi S1 yaitu sebanyak 13 responden atau 23 %. 
 
C. Pengujian Instrument Penelitian 
Menurut Arikunto (2014:211), validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. 
Suatu instrumen  yang valid atau shahih mempunyai validitas tinggi. 
Sedangkan instrumen yang dikatakan kurang valid  memiliki validitas yang 
rendah. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 
diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid jika bisa mengungkapkan data 
dari variabel yang diteliti secara tepat. 
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1. Uji Validitas Instrumen 
Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran mengenai validitas 
yang dimaksud. Untuk dapat mengukur tingkat validitas suatu kuesioner 
adalah dengan menggunakan α = 0,05 (5%) dengan diketahui jika r hitung 
> r tabel, maka kuesioner adalah valid. Sementara apabila r hitung < r 
tabel, maka status kuesioner adalah gugur / tidak valid. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan korelasi Product Moment dari  Pearson. 
Tingkat  validitas  dapat  diukur  dengan  cara  membandingkan nilai 
rhitung dengan nilai rtabel untuk degree of freedom (df) = n - k dengan 
alpha 0,05. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai r positif, maka 
butir atau pernyataan tersebut dinyatakan valid. Berikut ini adalah hasil 
pengujian validitas dalam penelitian ini : 
Tabel 4.4 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Variabel Kompetensi 
 
Nomor Pernyataan 
Pada Kuesioner 
rhitung rtabel Keterangan 
X1_1 0,751 0,260 Valid 
X1_2 0,529 0,260 Valid 
X1_3 0,750 0,260 Valid 
X1_4 0,313 0,260 Valid 
X1_5 0,751 0,260 Valid 
X1_6 0,749 0,260 Valid 
X1_7 0,401 0,260 Valid 
X1_8 0,445 0,260 Valid 
X1_9 0,751 0,260 Valid 
X1_10 0,345 0,260 Valid 
X1_11 0,413 0,260 Valid 
X1_12 0,412 0,260 Valid 
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Nomor Pernyataan 
Pada Kuesioner 
rhitung rtabel Keterangan 
X1_13 0,413 0,260 Valid 
X1_14 0,426 0,260 Valid 
X1_15 0,407 0,260 Valid 
X1_16 0,751 0,260 Valid 
X1_17 0,315 0,260 Valid 
X1_18 0,313 0,260 Valid 
X1_19 0,297 0,260 Valid 
X1_20 0,328 0,260 Valid 
X1_21 0,528 0,260 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019)  
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan 
untuk variabel kompetensi terdiri dari 21 pernyataan kemudian diujikan 
validitasnya kepada 57 orang responden, dan  semua pernyataan untuk 
variabel dalam penelitian ini  memiliki nilai korelasi (rhitung) lebih besar 
dari rtabel yaitu  0,260 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item 
pernyataan untuk variabel kompetensi adalah valid dan dapat digunakan 
untuk pengumpulan data penelitian. 
Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Motivasi Kerja 
 
Nomor Pernyataan 
Pada Kuesioner 
rhitung rtabel Keterangan 
X2_1 0,371 0,260 Valid 
X2_2 0,409 0,260 Valid 
X2_3 0,646 0,260 Valid 
X2_4 0,643 0,260 Valid 
X2_5 0,462 0,260 Valid 
X2_6 0,480 0,260 Valid 
X2_7 0,796 0,260 Valid 
X2_8 0,763 0,260 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan 
untuk variabel motivasi kerja terdiri dari 8 pernyataan kemudian diujikan 
validitasnya kepada 57 orang responden, dan  semua pernyataan untuk 
variabel dalam penelitian ini  memiliki nilai korelasi (rhitung) lebih besar 
dari rtabel yaitu  0,260 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item 
pernyataan untuk variabel motivasi kerja adalah valid dan dapat 
digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 
Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Ketaatan Pelaporan Akuntansi 
 
Nomor Pernyataan 
Pada Kuesioner 
rhitung rtabel Keterangan 
X3_1 0,592 0,260 Valid 
X3_2 0,525 0,260 Valid 
X3_3 0,622 0,260 Valid 
X3_4 0,630 0,260 Valid 
X3_5 0,545 0,260 Valid 
X3_6 0,484 0,260 Valid 
X3_7 0,743 0,260 Valid 
X3_8 0,394 0,260 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan 
untuk variabel ketaatan pelaporan akuntansi terdiri dari 8 pernyataan 
kemudian diujikan validitasnya kepada 57 orang responden, dan  semua 
pernyataan untuk variabel dalam penelitian ini  memiliki nilai korelasi 
(rhitung) lebih besar dari rtabel yaitu  0,260 sehingga dapat dikatakan bahwa 
seluruh item pernyataan untuk variabel ketaatan pelaporan akuntansi 
adalah valid dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 
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Tabel 4.7 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Pengawasan BPD 
 
Nomor Pernyataan 
Pada Kuesioner 
rhitung rtabel Keterangan 
X4_1 0,535 0,260 Valid 
X4_2 0,762 0,260 Valid 
X4_3 0,482 0,260 Valid 
X4_4 0,762 0,260 Valid 
X4_5 0,535 0,260 Valid 
X4_6 0,762 0,260 Valid 
X4_7 0,482 0,260 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan 
untuk variabel pengawasan BPD terdiri dari 7 pernyataan kemudian 
diujikan validitasnya kepada 57 orang responden, dan  semua pernyataan 
untuk variabel dalam penelitian ini  memiliki nilai korelasi (rhitung) lebih 
besar dari rtabel yaitu  0,260 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item 
pernyataan untuk variabel pengawasan BPD adalah valid dan dapat 
digunakan untuk pengumpulan data penelitian. 
Tabel 4.8 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Nomor Pernyataan 
Pada Kuesioner 
rhitung rtabel Keterangan 
Y_1 0,713 0,260 Valid 
Y_2 0,684 0,260 Valid 
Y_3 0,680 0,260 Valid 
Y_4 0,713 0,260 Valid 
Y_5 0,684 0,260 Valid 
Y_6 0,680 0,260 Valid 
Y_7 0,361 0,260 Valid 
Y_8 0,520 0,260 Valid 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa item pernyataan 
untuk variabel kinerja pengelolaan keuangan desa terdiri dari 8 
pernyataan kemudian diujikan validitasnya kepada 57 orang responden, 
dan  semua pernyataan untuk variabel dalam penelitian ini  memiliki nilai 
korelasi (rhitung) lebih besar dari rtabel yaitu  0,260 sehingga dapat 
dikatakan bahwa seluruh item pernyataan untuk variabel kinerja 
pengelolaan keuangan desa adalah valid dan dapat digunakan untuk 
pengumpulan data penelitian. 
 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Menurut Arikunto (2014:211), reliabilitas ialah suatu instrumen 
yang  dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 
instrumen tersebut sudah baik.  Instrumen yang baik tidak akan bersifat 
tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 
tertentu. Instrumen yang dapat dipercaya atau reliable akan menghasilkan 
data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai 
dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, akan tetap sama. 
Reliable menunjukkan pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliable artinya 
dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.Sebagai dasar pengambilan 
keputusannya adalah suatu instrumen yang terdiri dari beberapa item butir 
pertanyaan akan dapat dipercaya / dapat diandalkan / reliabel apabila nilai 
Cronbach Alpha di atas 0,60. Berikut ini adalah hasil pengujian 
reliabilitas  dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.9 
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen 
 
Variabel 
Cronbach’s 
alpha 
Keterangan 
Kompetensi aparatur desa 0,826 Reliabel 
Motivasi kerja 0,726  Reliabel 
Ketaatan pelaporan keuangan 0,706  Reliabel 
Pengawasan BPD 0,732  Reliabel 
Kinerja pengelolaan keuangan desa 0,783  Reliabel 
Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
Berdasarkan  koefisien  Cronbach’s  Alpha  dari  masing-masing  
variabel pada tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa kuesioner yang 
digunakan sudah reliabel, karena masing-masing variabel memiliki 
koefisien Cronbach‟s Alpha ≥ 0,60. 
 
D. Hasil Analisis Data 
1. Asumsi Klasik 
Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik yang 
meliputi uji normalitas, multikolinieritas, autikorelasi, dan heterokedastisitas 
yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedasitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 
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yang Heteroskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 
Kebanyakan data crossection mengandung situasi Heteroskedastisitas 
karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran 
(kecil, sedang, dan besar).  
Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas 
adalah dengan melihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat 
(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengaan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu  
X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-
studentized. Dasar analisis : 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 
tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 
menyempit), maka mengindifikasikan telah terjadi 
Heteroskedastisitas. 
2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas  dan 
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011: 39).  
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Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskedastisitas pada model regresi. 
b. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 
residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka 
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk 
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan analisis grafik. 
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Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas 
Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan 
penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 
asumsi normalitas. Hal ini didukung dengan tampilan grafik histogram 
yang menunjukkan pola distribusi normal. 
Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak 
hati-hati, secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa 
sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan di samping uji grafik juga 
dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan analisis uji statistik non 
parametrik Kolmogorov Smirnov. Ketentuan pengambilan keputusan 
pada  uji kolmogorov smirnov adalah bahwa jika probabilitas 
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signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai 
perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data 
tersebut tidak normal. Sebaliknya jika signifikansi di atas 0,05 berarti 
data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan 
data normal baku, berarti data tersebut normal.  
Tabel 4.10 
Hasil Uji Normalitas Dengan Kolmogorov Smirnov  
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh probabilitas asymp.sig 
pada unstandardized residual sebesar 0,75 yang  lebih besar dari 0,05. 
Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini 
normal. 
2. Analisis Regresi Berganda 
Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 
ketergantunganm variabel dependen (terkait) dengan satu atau lebih 
variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 
dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 
dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Regresi Berganda 
 
 
Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan 
menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi  yaitu Ŷ = 1.902 + 
0,094 X1 + 0,346 X2 + 0,075 X3 + 0,317 X4.   Berdasarkan persamaan regresi 
berganda di atas dapat diambil suatu analisis bahwa:  
a. Nilai konstanta sebesar 1.902 artinya jika tidak ada kompetensi aparatur 
desa, motivasi kerja, ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan 
BPD maka kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal adalah bernilai sebesar 1.902.  
b. Koefisien regresi untuk variabel kompetensi aparatur desa sebesar 
0,094  artinya jika variabel kompetensi aparatur desa ditingkatkan 
sebesar 1 %  sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal sebesar 0,094 %. 
c. Koefisien regresi untuk variabel motivasi kerja sebesar 0,346  artinya 
jika variabel motivasi kerja ditingkatkan sebesar 1 %  sedangkan 
variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan kinerja 
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pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal 
sebesar 0,346 %. 
d. Koefisien regresi untuk variabel ketaatan pelaporan keuangan sebesar 
0,075 artinya jika variabel ketaatan pelaporan keuangan ditingkatkan 
sebesar 1 %  sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan 
peningkatan kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal sebesar 0,075 %. 
e. Koefisien regresi untuk variabel pengawasan BPD sebesar 0,317 
artinya jika variabel pengawasan BPD ditingkatkan sebesar 1 %  
sedangkan variabel lain tetap, maka akan menyebabkan peningkatan 
kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten 
Tegal sebesar 0,317 %. 
3. Pengujian Hipotesis 
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh 
pengaruh  satu  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dengan  
menganggap  variabel  independen  lainnya  konstan  (Ghozali,  2016  
:17). Untuk  mengetahui  nilai  t  statistik  tabel ditentukan tingkat 
signifikansi 5%. Pengambilan  keputusan  uji  hipotesis  secara  parsial  
juga didasarkan  pada  nilai  probabilitas  yang  didapatkan  dari  hasil 
pengolahan  data  melalui  program  SPSS  Statistik  Parametrik (Santoso, 
2014:168) yaitu jika  tingkat  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  atau  5%  
maka hipotesis  yang  diajukan  diterima  atau  dikatakan  signifikan  (Ha 
diterima  dan  H0  ditolak),  artinya  secara  parsial  variabel  bebas  
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berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Y)  = hipotesis 
diterima, sementara jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05  atau  
5%  maka  hipotesis  yang  diajukan  ditolak  atau  dikatakan tidak 
signifikan (Ha ditolak dan H0 diterima),  artinya secara parsial variabel  
bebas  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen (Y) = 
hipotesis ditolak.  
Tabel 4.12 
Hasil Uji Hipotesis 
 
 
 
1. Dari perhitungan uji hipotesis pengaruh  kompetensi aparatur desa 
terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa diperoleh nilai sig = 0,136 
> 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
2. Dari perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS diperoleh 
nilai sig = 0,129 > 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi 
kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
3. Dari perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS diperoleh 
nilai sig = 0,792 > 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan 
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pelaporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
4. Dari perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS diperoleh 
nilai sig = 0,025 < 0,05  sehingga dapat disimpulkan bahwa 
pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
4. Koefisien Determinasi 
Koefisien  determinasi  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 
kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen. 
Nilai  R
2
 terletak  antara  0  sampai  dengan  1  (0  ≤  R2 ≤  1).  Tujuan 
menghitung  koefisien  determinasi  adalah  untuk  mengetahui pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dalam proses mendapatkan  
nilai  R
2
 yang  tinggi  adalah  baik,  tetapi  jika  nilai  R
2
 rendah tidak 
berarti model regresi jelek (Ghozali, 2016:15). 
Tabel 4.13 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .663
a
 .440 .397 1.98394 
a. Predictors: (Constant), Pengawasan,Kompetensi,Motivasi, Ketaatan 
 
 
Adapun besarnya pengaruh dari kompetensi aparatur desa, motivasi 
kerja ketaatan pelaporan keuangan, dan pengawasan BPD secara bersama-
sama terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang 
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Kabupaten Tegal sebesar 39,7 % dan selebihnya yaitu sebesar 60,3% 
dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. 
 
E. Pembahasan 
1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
desa. 
Dari perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 
disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang 
Kabupaten Tegal. 
Implikasi teoritis kompetensi merupakan kemampuan seseorang 
dalam melalukan suatu pekerjaan yang menghasilkan pada tingkat yang 
memuaskan ditempat kerja pada berbagai tingkat, mengidentifikasi 
karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh 
individual yang memungkinkan dalam menjalankan tugas dan tanggung 
jawabnya secara efektif sehingga tercapainya standar kualitas profesional 
dalam bekerja. 
Oleh karena itu kompetensi menjadi salah satu hal yang dapat menjadi 
pemecah masalah kesenjangan antara pemerintah dan juga masyarakat, dan 
memastikan bahwa kompetensi yang dihasilkan bisa memberikan dampak 
pengelolaan dengan tingkat keterampilan kompetnsi yang tinggi agar 
masyarakat dapat memberikan kepercayaannya kepada pemerintah dengan 
hasil yang baik. 
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Namun aparatur desa belum bisa memaksimalkan kinerjanya dengan 
baik serta karakteristik komeptensi yang meliputi motif, sifat, konsep, 
pengetahuan dan ketrampilan yang di miliki oleh aparatur desa belum di 
gunakan secara tepat. Hubungan kompetensi, komunikasi, pola pikir, 
pengelolaan, pengawasan, dan jiwa kepemimpinan belum di ekspos secara 
efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemampuan yang dimiliki 
aparat desa atau kompetensi aparatur desa belum bisa mempengaruhi 
kinerja pengelolaan keuangan desa secara signifikan. 
Aparatur desa harus memiliki sikap kepercayaan dan nilai serta 
berfikir kreatif dan inovatif, mempunyai keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki khusus yang berhubungan dengan kompetensi, berpengalaman 
dalam menguraikan berbagai tugas dan masalah, memiliki motivasi yang 
tinggi dalam bekerja serta memunyai pola berfikir yang relatif konseptual 
dan berfikir analitis dalam kinerjanya, maka semakian jelas kemampuan 
yang dimilki seseorang dapat mempengaruhi apa yang akan dikerjakannya 
dan nantinya diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap 
pengelolaan kinerja kuangan desa. 
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan studi penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan 
bahwa aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan didalam penelitiannya. 
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2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 
Dari perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 
disimpulkan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh siginifikan terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
Implikasi teoritis motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang 
menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan untuk mencapai sebuah 
tujuan. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah 
kerja pegawai agar meraka mau bekerja keras dengan memberikan semua 
kemampuan dan ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan. Motivasi 
seseorang berawal dari suatu kebutuhan lalu muncul keinginan dan 
dorongan untuk bertindak dan berperilaku tertentu demi tercapainya 
kebutuhan tersebut. Hal ini menandakan seberapa kuat dorongan, usaha, 
intensitas, dan kesediaannya untuk berkorban demi tercapainya tujuan. 
Motivasi merupakan faktor penting yang mendukung prestasi kerja/ 
kinerja dimana motivasi merupakan kondisi yang menggerakan seseorang 
untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun 
demikian prestasi bukan satu- satunya pendukung prestasi kerja. Prestasi 
kerja seseorang juga tergantung dari faktor lain yaitu kemampuan (ability) 
dan persepsi peranan (role perception). Kemampuan yang baik, persepsi 
peranan yang tepat, dan motivasi yang tinggi merupakan kunci sukses 
prestasi kerja. Ada hubungan positif antara motivasi dan kinerja dengan 
pencapaian prestasi, artinya pegawai yang mempunyai motivasi prestasi 
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yang tinggi cenderung mempunyai kinerja yang tinggi, sebaliknya mereka 
yang mempunyai kinerja rendah kemungkinan karena motivasinya rendah. 
Tanggung jawab para pegawai adalah suatu kewajiban yang harus 
dilakukan oleh karena itu motivasi tinggi yang dimiliki pegawai 
memberikan hasil output yang baik pula, sehingga masalah yang mungkin 
saja bisa muncul dalam pemerintahan akan lebih mudah diatasi salah 
satunya dengan motivasi, sehingga dengan motivasi kerja yang tinggi para 
pegawai menghasilkan kinerja keuangan desa yang lebih baik lagi 
sebaliknya jika motivasi yang dimiliki pegawai rendah maka akan 
menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan yang kurang maksimal. 
Dalam hal ini motivasi yang dimiliki oleh pegawai rendah serta 
minimnya motivasi yang dimiliki dan kurangnya kesadaran akan tujuan 
yang ingin dicapai sehingga tidak memberikan dampak yang begitu 
siginifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu 
pemimpin harus bisa memberikan motivasi yang positif bagi para 
pegawainya, sehingga pegawai tersebut berkemampuan dalam 
melaksanakan pekerjaanya dengan penuh tanggung jawab, dan menjalin 
kerjasama serta pentingnya menjaga komunikasi dalam bekerja untuk 
menumbuhkan dan membangun motivasi, sehingga nantinya bisa memiliki 
motivasi yang tinggi dan berdampak signifikan dalam membaiknya kinerja 
pengelolaan keuangan desa. 
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh Resti Lutfitasari (2015) yang menyatakan bahwa 
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motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan dinas 
pengelolahan pendapatan keuangan dan aset D.I.Yogyakarta 
3. Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa  
Dari perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 
disimpulkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan 
Talang Kabupaten Tegal. 
Implikasi teoritis ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada 
hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukan oleh pimpinan 
sebagai hal yang benar. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 
tentang  pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala desa wajib 
menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat 
dipertanggungjawabkan kepada bupati/walikota melalui camat paling 
lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Dengan jumlah dana yang 
tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan 
penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus 
dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Jadi semakin taat aparatur desa 
terhadap pelaporan keuangan maka semakin bagus pula kinerja pengelolaan 
keuangan suatu desa tersebut dan juga sebaliknya semakin rendah tingkat 
ketaatan aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka semakin 
menurunya kinerja pengelolaan keuangan suatu desa tersebut.  
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Masalah yang timbul di pemerintahan harus diatasi agar pengelolaan 
yang dilakukan sejalan dengan kepatuhan peraturan dan juga ketentuan 
yang berlaku, perlu adnya ketaatan pelaporan keuangan yang di sampaikan 
dengan relevan, dapat dipahami, materialitas, keandalan, penyajian yang 
jujur, subtansi yang menungguli bentuk, netralitas, serta  perimbangan sehat 
dan juga kelengkapan yang baik. 
Dalam hal ini diindikasikan bahwa penyampaian laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada 
bupati/walikota melalui camat belum bisa terealisasikan dengan baik, 
transparasi keterbukaan tentang keuangan desa, akuntabel untuk 
memeprtanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, partisipatif, tertib dan displin dalam pengelolaan keuangan desa 
belum bisa diterapkan secara maksimal sehingga belum bisa memberikan 
dampak yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 
Perlu adanya ketaaan dalam pelaporan keuangan yang lebih baik lagi 
dengan memperbaiki kualitas informasi dalam pelaporan keuangan yang 
dapat dipahami serta jujur, harus relevan dalam memenuhi kebutuhan 
pengambilan keputusan, lebih teliti dalam hal kesalahan mencatat informasi 
yang mempengaruhi laporan keuangan, lengkap serta bisa di 
pertanggungjawabkan. Dan juga laporan keuangan disajikan dengan 
transparasi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam 
pengelolaan laporan keuangan desa agar ketaatan laporan keuangan bisa 
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lebih baik lagi dan diharapkan mampu memberikan dampak yang signifkan 
terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. 
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil studi penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Munti dan Fahlevi yang menyatakan bahwa 
ketaatan pengelolaan keuangan desa memiliki pengaruh positif terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan desa dengan studi kecamatan Gandapura di 
Kabupaten Bireuen. 
4. Pengaruh BPD terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa 
Dari perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS 
disimpulkan bahwa pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
Implikasi teoritis Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan 
lembaga yang bertugas mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan 
kepala desa. Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang 
dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan 
disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan 
pengawasan keuangan desa. Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya 
didukung oleh UU No 23 Tahun 2014 pasal 55, BPD memiliki fungsi 
untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.  
Keuangan desa diperoleh dari beberapa sumber seperti, PAD, hibah, 
transfer dari pemerintah pusat (APBN) yang berupa dana desa dan juga 
pendapatan lain-lain yang diringkas menjadi APBDes yang juga 
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digunakan untuk peraturan desa agar dalam pelaksanaan kegiatan desa 
dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah 
disepakati. Keuangan desa yang berupa dana desa perlu diadakannya 
pengawasan dari pusat maupun dari desa itu sendiri. Pengawasan kinerja 
kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa 
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Adapun BPD dalam 
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait 
dengan keuangan desa Dilaksanakannya pengawasan dana desa oleh BPD 
memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-
praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, 
pengelolaan dana desa perlu diawasi.  
Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas 
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) 
untuk mengatasi masalah keagenan yang terjadi dipemerintahan, dengan 
pengawasan BPD yang sesuai langkah-langkah pengawasan, teknik-teknik 
pengawasan yang baik sehingga bisa menciptakan pengawasan yang 
efektif agar bisa meminimalisir masalah yang terjadi di lapangan agar 
tercapainya kinerja pengelolaan keuangan desa yang maksimal dan 
semakin baik. 
Hasil penelitian ini sesuai dan sejalan dengan studi penelitian yang 
dilakukan Munti dan Fahlevi (2017) yang membuktikan bahwa kualitas 
pengawasan BPD memeiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa studi pada kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
2. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten 
Tegal. 
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa pengawasan BPD berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pengambilan kesimpulan yang telah dilakukan terhadap hasil 
penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Aparatur desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal sebagai pengelola 
keuangan desa sebaiknya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 
pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar 
sehingga akuntabilitas dapat berjalan baik. 
2. Aparatur desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal yang mengelola 
Alokasi Dana Desa sebaiknya berlatar belakang akuntansi atau keuangan. 
3. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa  perlu 
Pembinaan pengelolaan ADD yang merupakan sarana efektif untuk 
keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, 
transpransi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat 
pemerintah desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa, toko masyarakat dan 
toko agama guna meningkatkan semangat, motivasi, kreativitas masyarakat 
dalam pembangunan desa. 
4. Bagi Penelitian mendatang yang akan meneliti dengan tema yang sama dengan 
penelitian ini di sebaiknya menambah variabel bebas yang diteliti misalnya 
variabel  komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. 
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Lampiran 1 
 
Kuesioner Penelitian 
 
“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja Ketaatan Pelaporan 
Keuangan, dan Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 
Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal” 
 
Bapak dan Ibu yang terhormat, bersama ini saya mohon kesediaan Bapak 
dan Ibu untuk mengisi data kuesioner mengenai Kompetensi Aparatur Desa, 
Motivasi Kerja Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Pengawasan BPD dan Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Informasi 
yang Bapak dan Ibu berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam 
menyelesaikan penyusunan skripsi saya.  
Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu, saya sebagai peneliti 
mengharapkan:  
1. Bapak dan Ibu menjawab setiap pertanyaan dengan sejujur-jujurnya, dan 
perlu diketahui bahwa jawaban Bapak, Ibu atau Saudara/i tidak berhubungan 
dengan benar atau salah.  
2. Pilihlah jawaban dengan memberi tanda check () pada salah satu jawaban 
yang paling sesuai menurut Bapak dan Ibu yaitu: 
a. SS : Sangat Setuju 
b. S : Setuju 
c. KS : Kurang Setuju 
d. TS : Tidak Setuju 
e. STS :  Sangat Tidak Setuju  
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Identitas Pribadi Responden 
Lingkari pada pilihan jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu, saudara/sdri  
a. Nama   : ……………………………………… (Boleh Tidak Diisi)  
b. Jenis Kelamin  :  1. Pria   2. Wanita  
c. Umur  :  1.   21 – 30 tahun    
2.   31 – 40 tahun  
3.   41 – 50 tahun  
4.   di atas 51 tahun 
d. Pendidikan  : 1. SMU/Sederajat 
2.  D3 
3. S1 
4. S2 
A. Pernyataan Mengenai Kompetensi 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1. 
 
Bapak/Ibu bekerja dengan baik karena 
menjaga kepercayaan yang telah diberikan 
oleh atasan. 
     
2. Bapak/Ibu menjunjung  nilai-nilai yang baik  
yang selama diyakini  
     
3. Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja 
mengembangkan budaya kerja yang positif 
     
4. Bapak/Ibu  perlu meningkatkan hasil 
pekerjaan yang dilakukan sehari-hari 
     
5. Bapak/Ibu mempu mencari informasi 
berkaitan dengan pekerjaan yang sedang 
dilakukan saat ini 
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No. Pernyataan SS S KS TS STS 
6. Setiap pegawai perlu memberikan ide-ide 
untuk memecahkan suatu masalah dalam 
pekerjaan 
     
7. Bapak/Ibu mempunyai kualifikasi 
pendidikan formal yang dibutuhkan oleh 
pekerjaan ini. 
     
8. Pengalaman kerja yang dimiliki Bapak/Ibu 
memudahkan dalam melaksanakan 
pekerjaan 
     
9. Di usia  Bapak/Ibu sekarang ini, masih 
bersemangat dalam melakukan pekerjaan di 
kantor 
     
10 Setiap pegawai perlu memberikan ide-ide 
untuk memecahkan suatu masalah dalam 
pekerjaan 
     
11 Bapak/Ibu  menjalin komunikasi yang baik 
dengan rekan kerja. 
     
12 Bapak/Ibu bisa membangun hubungan baik 
dengan rekan kerja agar bisa bekerja dengan 
lebih baik.     
     
13 Bapak/Ibu selalu mengembangkan 
kemampuan diri sendiri 
     
14 Bapak/Ibu mengharapkan pengakuan atas 
prestasi yang telah didapat. 
     
15 Bapak/Ibu memberikan perhatian kepada 
rekan kerja agar menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu 
     
16 Bapak/Ibu memiliki keyakinan diri  dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan baik.  
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No. Pernyataan SS S KS TS STS 
17 Bapak/Ibu yakin akan kemampuan diri 
sendiri dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan.  
     
18 Bapak/Ibu selalu berpikir positif dalam 
melakukan pekerjaan 
     
19 Setiap melakukan pekerjaan, Bapak/Ibu  
melakukan pengaturan kerja agar lebih 
terarah dan sistematis. 
     
20 Sebelum melakukan pekerjaan, Bapak/Ibu  
perlu membuat rencana kerja terlebih dahulu 
     
21 Setelah selesai melakukan pekerjaan, 
Bapak/Ibu  melakukan  evaluasi  kerja. 
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B. Pernyataan Mengenai Motivasi Kerja  
 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1. 
 
Dalam bekerja, Bapak/Ibu   
mengembangkan kreativitas agar pekerjaan 
cepat selesai 
     
2. Bapak/Ibu selalu bersemangat dalam bekerja 
karena ingin berprestasi di tempat kerja. 
     
3. Bapak/Ibu bekerja dengan semangat agar 
bisa diterima oleh rekan kerja dan atasan. 
     
4. Bapak/Ibu bekerja dengan semangat karena 
ingin dihormati oleh rekan kerja dan atasan. 
     
5. Bapak/Ibu bekerja dengan semangat karena 
ingin lebih maju dalam berpikir. 
     
6. Bapak/Ibu bekerja dengan semangat karena 
merasa ikut serta memiliki organisasi. 
     
7. Bapak/Ibu bekerja dengan semangat karena 
ingin memiliki kedudukan dalam organisasi 
     
8. Bapak/Ibu bekerja dengan semangat karena 
ingin memiliki kekuasanaan dalam 
organisasi 
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C. Pernyataan Mengenai Ketaatan Pelaporan Akuntansi  
 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1. 
 
Di instansi tempat saya bekerja informasi 
dapat diakses oleh pegawai sesuai dengan 
tugas pokok  dan fungsinya. 
     
2. Di instansi tempat saya bekerja jujur , adil 
dan tidak diskriminatif merupakan syarat 
utama dalam bekerja 
     
3. Di instansi tempat saya bekerja laporan 
keuangan yang dihasilkan dapat 
dipertanggungjawabkan 
     
4. Di instansi tempat saya bekerja dilakukan 
pengendalian sumber daya yang ada.  
     
5. Masyarakat ikut berperan aktif dalam 
penyusunan anggaran pembangunan desa. 
     
6. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam 
pengawasan laporan keuangan desa 
     
7. Setiap pengeluaran disesuaikan dengan 
anggaran yang ada dan diterapkan secara 
disiplin 
     
8. Pelaporan keuangan yang disusun sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
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D. Pernyataan Mengenai Pengawasan BPD  
 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1. 
 
Badan Permusyawaratan Desa memperoleh 
data dan informasi yang benar dan tepat dari 
aparat desa. 
     
2. Badan Permusyawaratan Desa melakukan 
tindakan yang diperlukan agar tujuan 
pembangunan desa dapat tercapai 
     
3. Badan Permusyawaratan Desa melakukan 
evaluasi terhadap pembangunan desa secara 
tepat waktu 
     
4. Badan Permusyawaratan Desa melakukan 
kajian secara obyektif. 
     
5. Badan Permusyawaratan Desa memiliki 
pemahaman tentang tujuan awal yang telah 
disepakati 
     
6. Badan Permusyawaratan Desa berada pada 
lingkungan yang dinamis dimana dilakukan 
pengawasan secara berkala  
     
7. Badan Permusyawaratan Desa melakukan 
pengawasan  pada pusat tanggung jawab 
organisasi 
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E. Pernyataan Mengenai Kinerja Pengelola Keuangan Desa  
 
No. Pernyataan SS S KS TS STS 
1. 
 
Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja 
menyelesaikan pelaporan keuangan sesuai 
target 
     
2. Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja 
melakukan pencatatan setiap kegiatan sesuai 
tujuan 
     
3. Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja membuat 
laporan pertanggung jawaban di setiap 
kegiatan 
     
4. Bapak/Ibu bekerja dalam bekerja 
menggunakan sumber daya secara efisien 
     
5. Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja membuat 
anggaran di awal tahun dan dilakukan 
evaluasi atas pencapaian anggaran 
     
6. Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja 
menyusun laporan pertanggungjawaban 
sesuai dengan ketentuan 
     
7. Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja 
menyusun laporan pertanggungjawaban 
secara teliti 
     
8. Instansi tempat Bapak/Ibu bekerja 
menyusun laporan pertanggungjawaban 
tepat pada waktunya. 
     
 
 
 
